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RINGKASAN 

 

Nofemelia Prayuningtias, 2018. Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem 

Informasi Cerdas pelayanan Terpadu untuk Publik (SICANTIK) (Studi Pada 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk Publik). Dosen 

Pembimbing: Firda Hidayati S.Sos, MPA, DPA.  

 

 Inovasi Pelayanan Publik yang berupa sistem informasi pelayanan perizinan 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kota Balikpapan memiliki 

tujuan untuk membuat terobosan baru dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 

melalui online. Jadi, dalam proses membuat izin tidak harus dilakukan di DPMPT 

Kota Balikpapan tetapi juga bisa dilakukan di mana saja karna sistem ini berbasis 

web. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

inovasi pelayanan publik di DPMPT Kota Balikpapan dan untuk mendeskripsikan 

serta menganalisis apa saja tantangan dan memberikan inovasi baru dalam inovasi 

pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPT Kota Balikpapan 

 Jenis Penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif dengan analisis yang dikembangkan Miles dan Huberman 

(1984) dalam Sugiyono (2014; 91-99) yakni, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data. Pengumpulan data menggunakan teknik abservasi, wawancara 

langsung, dan dokumentasi, kepada pegawai DPMPT Kota Balikpapan.  

 Hasil Penelitian menunjukan bahwa program inovasi SICANTIK ini adalah 

sebuah bentuk inovasi berbasis web dengan memberikan bentuk pelayanan baru 

dalam pengurusan perizinan secara online. Dalam pembentukan inovasi 

SICANTIK, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

melakukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sebuah inovasi. Peran Pemerintah 

Kota Balikpapan sebagai bagian dalam mendukung pelaksanaan inovasi berjalan 

dengan baik. Namun ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan proses 

inovasi yaitu, anggaran dan sumber daya manusia yang kurang terlatih. 

 Saran yang direkomendasikan antara lain: membutuhkan adanya 

programmer dan konsultan agar dapat meminimalisir biaya, menjadikan para 

tenaga ahli memiliki mental serta semangat untuk berinovasi, memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat agar lebih melek terhadap pemanfaatan teknologi.  

Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Sistem Informasi Cerdas Pelayanan 

Terpadu (SICANTIK) 
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SUMMARY 

 

 

Nofemelia Prayuningtias, 2018. Innovation of Liscencing Service Through 

Integrated Intelligent Service Information System for Public (Study at Integrated 

Capital Investemnt and Liscencing of Balikpapan City). Supervisor: Firda Hidayati 

S. Sos, MPA, DPA. 

 

Public Service Innovation in the form of licensing service of information 

system performed by Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Balikpapan 

has a goal to make a breakthrough in the implementation of online licensing 

services.  Therefore, the process of legalization not only can be done in 

DPMPT Balikpapan but also can be done anywhere because the system is web-

based. The purpose of this study is to find out and describe the innovation of public 

service in DPMPT Balikpapan as well as to describe and analyze what the 

challenges are and provide new innovations in public service provided by DPMPT 

Balikpapan. 

This research uses qualitative research with descriptive approach with 

analysis developed by Miles and Huberman (1984) in Sugiyono (2014; 91-99) such 

as data reduction, data presentation, and data verification. Data collection include 

observation, direct interview, and documentation, to the employee of DPMPT 

Balikpapan. 

The result of this research shows that SICANTIK innovation program is a 

form of web-based innovation by providing a new form of service in licensing 

management online. In the formation of SICANTIK innovation, Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan carried out the stages in the 

implementation of an innovation. The role of Balikpapan City Government in 

supporting the implementation of innovation went well. However, there are some 

limitations in implementing the innovation process, they are lack of budget and 

human resources. 

Recommendations are include: require the existence of programmers and 

consultants in order to minimize costs, encourage the experts to have mentality and 

spirit to innovate, provide socialization for public to be more aware on the 

utilization of technology. 

Keywords: Innovation, Public Service, Intelligent Integrated Service 

Information System (SICANTIK) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah 

menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Satu hal yang 

hingga saat ini sring menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan 

pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service (pelayanan umum). 

Terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi dalam menghadapi 

kompetensi di era globalisasi. Kualitas pelayanan aparatur akan semakin ditantang 

untuk sekalian optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari 

masyarakat baik dari segi kualitas maupun pelayanan. Pelayanan publik pada 

dasarnya menyangkut hubungan antara lembaga pemberi jasa pelayanan dengan 

masyarakat yang membutuhkan.  

Administrasi publik memiliki banyak aspek didalamnya, beberapa urusan 

publik seperti otonomi daerah, kependudukan, kepegawaian, dan banyak urusan 

lain yang menjadi bagian dari administrasi publik yang dilaksanakan para 

administrator publik sebagai pelayan publik. Menurut Siagian (2004:2) keseluruhan 

dari proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Chandler & 
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Plano mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya 

dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam 

kebijakan publik. Administrasi publik juga dapat dikatakan sebagai seni dan ilmu 

yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas 

yang telah ditetapkan. Administrasi publik juga bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang 

organisasi. 

Pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik 

yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan 

ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pemerintah sebagai 

penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa meningkatkan kualitasnya. Oleh 

karena itu peningkatan kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu isu yang 

sangat krusial dalam studi manajemen, baik dalam lingkup manajemen sektor 

publik maupun manajemen sektor privat. Untuk itu sangat diharapkan pelayanan 

sektor publik (public service) lebih menekankan kepada mendahulukan 

kepentingan publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses 

pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik.  

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik harus mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Tuntutan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan 
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yang baik (good governance) Pemerintah harus cenderung menempatkan penilaian 

yang negatif dari masyarakat. Masyarakat yang menilai pelayanan publik yang 

diselenggarakan cenderung lama, dan berbelit-belit dengan persyaratan yang rumit 

serta adanya regulasi yang tidak fleksibel. kondisi ini cenderung tidak 

menguntungkan bagi masyarakat, karena mereka hanya menerima produk layanan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga birokrasi tidaklah dibangun 

sebagai bangunan semu untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat 

serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat.  

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka perlu yang 

namanya rencana dan strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan sebagai 

pedoman dalam penyusunan sasaran program dan kegiatan pembangunan di daerah 

khususnya bidang pelayanan administrasi perizinan. Disamping itu rencana 

strategis juga dimaksudkan untuk terciptanya keterpaduan kebersamaan dan 

tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bidang perizinan, 

sekaligus dimaksudkan untuk memberikan dorongan, pengembangan inspirasi dan 

kreatifitas untuk mencapai keberhasilan maka dengan adanya inovasi sebagai 

penemuan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif 

dan efisien. 

Inovasi sering kali diterjemahkan sebagai penemuan baru, namun 

sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor 

swasta, sedangkan inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek 

“perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah 

mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, 
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murah dan terjangkau. lebih lanjut dijelaskan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu 

organisasi dapat menjadi satu alasan mendasar kenapa banyak sekali tuntutan 

adanya inovasi seiring meningkatnya kemajuan teknologi. Jadi, tidak ada lagi 

alasan untuk menghindari tuntutan inovasi. Seperti halnya program inovasi Sistem 

Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu (SI CANTIK) yang di maksudkan untuk 

menjadi salah satu pendorong pencapaian PAD pemerintah kota dari sisi 

pengurusan izin terutama izin gangguan. Tingginya permohonan yang diajukan 

masyarakat mengurus izin gangguan, membuat realisasi pendapatan dari izin 

gangguan yang ditetapkan tahun 2015 lalu dapat dapat terealisasi yakni Rp7 Milyar. 

Program ini dilaksanakan sejak 1 Desember 2015 semakin memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) kota balikpapan.  

Pemahaman inovasi di indonesia dapat dilihat dari berbagai penerapan 

inovasi yang dilakukan di semua sektor pemerintah. Hampir semua instansi 

pemerintah, memahami inovasi sebagai adopsi penggunaan teknologi informasi 

kealam proses administrasi publik yang dikenal dengan konsep e-government. 

Keterkaitan inovasi dengan e-government dapat terlihat dari penerapan teknologi 

informasi pada lingkungan intansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan 

publik secara elektronil (e-government).  

Penerapan e-government di Indonesia dimulai sejak tahun 2003 seiring 

dengan keluarnya INPRES No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-government, tetapi kondisi penerapannya bervariasi. Sejak 

penerapan e-government inilah, seluruh instansi yang ada melakukan berbagai 
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inovasi yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK yang semakin pesat dan luas. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dapat menyediakan informasi 

bagi semua tingkatan dalam organisasi publik. diharapkan dapat memberikan 

pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat dan murah, sehingga dapat memberikan 

keuntungan yang lebih dibandingkan dengan penggunaan cara yang manual atau 

tradisional.   

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

dan perbaikan iklim investasi di daerah khususnya di bidang administrasi pelayanan 

perizinan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan antara lain 

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, yang 

esensinya mewajibkan kepada pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota 

untuk membentuk perangkat daerah berupa lembaga pelayanan perizinan sebagai 

penyelenggara (PTSP) di daerah.  

Demi mewujudkan pelayanan yang prima salah satu kebijakan yang 

dirancangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau sering 

disebut one stop service yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.24 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP. Pada prinsipnya kebijakan 

ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan 

yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau  
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diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan 

pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.  

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan 

bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, 

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan sustu usaha 

yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau 

seseorang sebelum yang bersangkuran dapat melakukan suatu kegiatan atau 

tindakan (sutedi, 2010:168). 

Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) merupakan 

badan atau organisasi teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Pembentukan BPT-PM ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan 

kelancaran tugas umum di bidang perizinan dan non perizinan, berawal dari Intruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 

dimana dari hasil studi yang dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, 

menunjukkan bahwa dalam proses perizinan di Indonesia masih menghadapi 

permasalahan seperti; biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi, prosedur perizinan 

berbelit-belit, persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit, waktu penyelesaian 

izin cukup lama dan tidak pasti. Sehingga ketidak pastian ini sering menjadi 

penyebab munculnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Balikpapan 

(DPMPPT) melakukan inovasi ini untuk mempermudah pelayanan perizinan. 

Dengan memunculkan program inovasi program Si Cantik  (Sistem Informasi 
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Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) agar masyarakat yang ingin mengajukan 

permohonan perizinan dapat mengetahui dimana berkas permohonan izin yang 

telah diajukan memberikan transparansi terhadap proses perizinan serta 

memudahkan integrasi database dengan aplikasi unit kerja lainnya karena berbasis 

web. program siCANTIK adalah program yang meliputi input-prosesing-output 

perizinan mulai dari pendaftaran, penjadwalan peninjauan, peninjauan lapangan, 

entri data, pembayaran, sampai pencetakan izin. DPMPPT kota Balikpapan akan 

berupaya melakukan berbagai inovasi dengan mengembangkan SMS Gateway 

untuk pemberitahuan proses izin, Pendaftaran izin secara online serta E-arsip 

(Digital) dalam pelaksanaan program inovasi demi memberikan pelayanan yang 

cepat dan akurat serta terpercaya. 

Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik tidak jauh dari 

permasalahan, salah satunya dalam merespons dinamika yang terjadi dalam 

masyarakatnya secara tepat dan efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi 

dari birokrasi dipahami dan dijadikan sebagai basis dan kriteria dalam pengambilan 

kebijakan oleh birokrasi itu. Perluasan misi birokrasi ini sering kali tidak didorong 

oleh keinginan birokrasi itu agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonominya, tetapi didorong oleh keinginan birokrasi untuk 

memperluas aksesnya terhadap kekuasaan dan anggaran. Dalam situasi yang 

fragmentasi birokrasi amat tinggi, maka kecenderungan semacam ini tidak hanya 

akan membengkakkan birokrasi publik, tetapi juga menghasilkan duplikasi dan 

konflik kegiatan dan kebijakan antar departemen dan berbagai non-departemen. 

Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik, konflik kebijakan antar 
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departemen dan lembaga non-departemen bukan hanya melahirkan inefisiensi, 

tetapi juga membingungkan masyarakat pengguna jasa birokrasi. Berdasarkan 

uraian tersebut yang mengacu pada pentingnya evaluasi Undang-undang nomor 5 

tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 10 dan ayat 13 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengacu pada usaha birokrasi dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah. 

Pilihan pemerintah kota Balikpapan meninggalkan cara konvensional dan 

beralih pada inovasi pelayanan perizinan melalui sistem informasi peningkatan 

pelayanan publik, Pelayanan publik berbasis web. Pelayanan publik berbasis web 

yang terwujud dalam sistem informasi cerdas pelayanan terpadu yang telah 

diresmikan oleh Walikota balikpapan Bapak Ridzal Effendi. Inovasi Sistem 

Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik (SI CANTIK) merupakan suatu 

aplikasi manajemen berbasis web yang secara khusus dirancang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Balikpapan yang ingin mengajukan permohonan perizinan 

agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan secara optimal dengan memanfaatkan 

teknologi Informasi. Dengan adanya SI CANTIK diharapkan pengambilan 

keputusan manajerial tentang pelayanan perizinan dapat berjalan dengan cepat, juga 

pelayanan administrasi yang dilaksanakan secara online dapat mencapai proses 

yang cepat , mudah dan akurat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul skripsi “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui 

Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk PUBLIK (SI CANTIK) 
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(Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka 

peneliti harus merumuskan masalahnya dengan jelas, sehingga akan jelas pula 

darimana harus dimulai, kemana harus pergi dan apa yang akan dilakukan. 

Perumusan masalah juga diperluan untuk mempermudah menginterpretasikan data 

dan fakta yang diperlukan dalam penelitian, (Arikunnto, Suharsimi, 1996:19). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, 

maka penulis mrumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana pelaksanaan Inovasi Si Cantik di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan? 

2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Si Cantik di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan mengevaluasi inovasi Sistem 

Infromasi Cerdas Pelayanan Tepadu untuk Publik (SI CANTIK) pada 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota 

Balikpapan. 
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2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan mengevaluasi kondisi 

pelayanan khususnya pada instansi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu di Kota Balikpapan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

inovasi pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan sistem informasi 

pelayanan perizinan sekaligus sebagai perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 

selanjutnya. Adanya publikasi penelitian melalui media internet, 

diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat tersampaikan secara lebih 

luas sampai pada tatanan pembuat kebijakan dan juga stakeholder yang 

terlibat dalam proses inovasi kebijakan berupa penyederhanaan 

pelayanan perijinan sehingga memungkinkan hasil penelitian ini 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan keberlangsungan 

kebijakan pelayanan perijinan. 

b. Bagi Masyarakat 
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Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi secara lebih terbuka tentang 

kondisi pelaksanaan sistem perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) yang lebih memudahkan masyarakat dalam proses 

penanaman modal dan perijinan sehingga nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah investor dan meningkatkan perekonomian daerah. 

c. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang evaluasi dari suatu kebijakan dan dampak dari 

inovasi kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi 

serta merumuskan alternatif salam suatu upaya perbaikan kualitas 

pelayanan publik terutama di bidang perijinan guna meningkatkan 

investasi dan pendapatan daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi 

ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, 

maka penulis dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitia, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan 

dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

pedoan dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari 

penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan 

analisis data. 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Bab tentang hasil dan pembahasan berisi gambaran objek yang digunakan 

dalam penelitian. Bab ini juga membahas hasil pengujian dan hasil interpretasi 

data berdasarkan teori yang ada pada tinjauan pustaka. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan dari hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian di bidang sejenis dan bagi para pegawai yang akan melakukan 

pengembangan inovasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Administrasi Publik 

1. Pengertian Administrasi 

Menurut Siagian (2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan 

dari proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gie (1993:9), 

mendefinisikan administrasi sebagai rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Selanjutnya, Simon (1993:3) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-

kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Begitu pula 

dengan Waldo (1971) mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang 

kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Administrasi 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui 

pmerintah, dan yang mereka memperolehnya hal tersebut disebutkan oleh Dimock 

& Dimock (1992:20), selain itu Administrasi juga memperhatikan aspek-aspek 

yang menjadi penting untuk manajemen seperti metode-metode dan prosedur-

prosedur.  

2. Pengertian Administrasi Publik 

Administrasi mungkin dipandang sebagai suatu konsep yang baru dan 

berkiblat pada negara-negara maju, namun konsep administrasi publik sebenarnya 
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telah ada dan diterapkan secara kasar sejak dahulu kala hanya saja dikenal dengan 

nama yang berbeda yaitu administrasi negara.  

Dimock, Dimock dan Koening (1960), mengatakan bahwa administrasi 

Publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan 

kekuasaan politiknya. Pfiffner dan Prethus (1960:4) yang mendefinisikan 

administrasi publik sebagai berikut: 

a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh 

badan-badan perwakilan politik; 

b. Koordinasi usaha-usaha prerorangan dan kelompok melaksanakan 

kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah 

c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan 

pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga 

jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang 

(Plittner dan Robert V, 1960:4). 

Menurut Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa 

administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik 

dorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, 

dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler 

& Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art & 

science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan 

berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan 

untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di 

bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. 
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Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa administrasi publik merupakan suatu kerjasama yang dilakukan lebih dari 

satu orang, kelompok, lembaga dan negara untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan dan disepakati secara bersama agar dapat diwujudkan kepentingan 

bersama yaitu kepentingan publik yang efektif dan efisien.  

 

3. Konsep New Public Service 

New Public Service dikemukakan oleh Denhard & Denhart (2003) dalam 

buku “The New Public Service: serving Not Stering”. Dimana aspek yang 

ditekankan adalah nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan untuk 

kepentingan publik sebagai hal yang paling mendasar dalam administrasi publik. 

Pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka 

administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab 

dalam melayani dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan organisasi 

publik dan implementasi kebijakan publik. New Public Service menurut Denhart & 

Denhard (2003) merumuskan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Service Citizen, Not Customer : tidak hanya berorientasi pada kepuasan 

pelanggan (customer) tetapi juga fokus membangun kepercayaan dan 

kolaborasi dengan (citizen) 

b. Seek the Public Interest : adminsitrasi publik harus memberi kontribusi 

untuk membangun kebersamaan dan kreasi pembagian dan 

tanggungjawab. 
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c. Value Citizenship Over Enterpreneurship: kepentingan publik lebih 

diutamakan untuk membuat kontrbusi lebih berarti dari manager swasta. 

d. Think Strategically, act Democracally : kebijakan dan program bisa 

dicapai dengan usaha dan proses bersama. 

e. Recognized that accountability is Not Simple : pemberi layanan harus lebih 

memperhatikan aspek hukum, peraturan, norma, standar, dan kepentingan 

masyarakat dari pada swasta. 

f. Serve rather than Steer : pelayanan publik lebih mengedepankan aspek 

kepemimpinan dalam membantu masyarakat dan lebih melayani dari pada 

mengendalikan. 

g. Value people, not just produtivity : kerangka kerja yang didasari nilai 

keemimpinan yang menghormati semua orang. 

Ketujuh ide pokok NPS seandainya dapat dihayati dan diimplementasikan 

oleh pelayan publik, maka tidak akan kalah dengan kualitas layanan yang diberikan 

oleh swasta. Hal ini dikembalikan sejauh mana pemberi layanan mampu memahami 

nilai-nilai NPS. Selanjutnya, bagaimana pemberi layanan mampu mendengar dan 

melayani dengan sepenuh hati. 

Akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang 

pernah dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari bebrapa 

teori, yang meliputi; 

a. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan 

warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi 

untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. 
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b. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran 

masyarakat sipildengan membangun social trust, kohesi social dan kohesi 

social dalam tata pemerintahan yang demokratis. 

c. Teori organisasi humanis dan administrasi Negara baru; administrasi 

Negara harus focus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu lainnya. 

d. Administrasi Negara post modern; mengutamakan dialog (dirkursus) 

terhadap teori dalam memecahkan persoalan public daripada 

menggunakan one best way perspective.  

Dilihat dari teori yang mendasari munculnya New Public Service (NPS), 

Nampak bahwa NPS mencoba mengartikulasikan berbagai teori dalam 

menganalisis persoalan-persoalan public. Oleh karna itu, dilihat dari berbagai 

aspek, menurut denhardt dan denhardt paradigma NPS memiliki perbedaan 

kharakteristik dengan OPA dan NPM. 

Menurut Denhardt & Denhardt yang dikutip Khairul Muluk, Karena pemilik 

kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik 

seharusnya menfokuskan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan 

memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan 

implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, 

nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru 

administrasi publik yang disbut sebagai new public service.  

Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak 

seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tapi lebih pada 
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bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan 

responsivitas. Pada intinya, perspektif baru ini adalah “a set of idea about the role 

of public administration in the governance system that placepublic service, 

democratic governance, and civic engagement at the center”. (Ibid dikutip Khairul 

Muluk) 

Perspektif new public pervice berawal dari adanya pandangan dari 

pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan 

demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan 

kepentingan pribadi (self interest) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan 

kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilih 

pemerintahan (owners of government) dan mampu bertindak secara bersama-sama 

mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai 

agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik 

dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama (Denhardt & Denhardt 

dikutip Khairul Muluk). 

Perspektif new public service menghendaki peran administrator publik 

untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani 

masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari 

adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam 

suatu sistem demokrasi, administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan 

masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna 

mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilaksanakan tidak saja karena 

untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-
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nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi 

mengarahkan atau manipulasi insentif pelayanan terhadap masyarakat. 

 

B.  Konsep Pelayanan Publik 

1.  Definisi Pelayanan 

Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan karena itu, proses 

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh 

kehidupan organisasi dalam masyarakat. (Moenir, 2002; 26-27) mendefinisikan 

pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang 

dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasnya hanyalah dapat dirasakan oleh 

orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pengguna.  

Menurut Galih, (2012) dalam Moenir unsur-unsur pelayanan publik dalam 

prosesnya, kegiatan pelayanan publik terdapat faktor serta unsur-unsur yang 

mendukung jalannya kegiatan. Unsur-unsur tersebut ialah: 

a. Sistem, prosedur dan metode 

Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur 

dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. 

b. Personil 

personil merupakan unsur yang penting dimana personi sebagai 

penggerak pelayanan, selaku personil pelayanan publik sudah pasti 
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diwajibkan menekankan prinsip profesionalitas, disiplin dan terbuka 

terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. Dikarenakan 

menyangkut hajat orang banyak. 

c. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik sangat diperlukan sudah 

pasti dalam pelayanan publik demi menunjang kegiatan dibutuhkan dan 

ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya, ruang tunnggu 

tempat parkir yang memadai. 
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d. Masyarakat sebagai pelanggan  

Pelanggan dalam pelayanan publik sudah pasti ditujukan untuk 

masyarakat, masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik 

tingkat pendidikan maupun perilakunya. 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau lebih yang merupakan suatu proses yang diberikan 

kepada masayarakat untuk menghasilkan suatu keluaran atau tujuan yang 

bermanfaat.  

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Sampara Lukman bahwa 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. (Kotler dalam Lukman, 2000:8). 

Berdasarkan Penjelasan mengenai pengertian pelayanan diatas merupakan 

suatu atau setiap kegiatan dalam suatu organisasi ataupun sekelompok orang yang 

diberikan kepasa kesatuan dalam artian masyarakat untuk memberikan kepuasan 

terhadap sesuatu yang diberikan. 

 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan istilah untuk pelayanan yang diberikan oleh 

para pemerintah kepada masyarakat oleh negara yang diberikan secara langsung 

maupun tidak langsung. Pelayanan publik merupakan kepercayaan dari pada 

publik. Warga negara tentunya berharap pelayanan publik mampu melayani 

masyarakat dengan baik, jujur, serta akuntabel Lewis dan Gilman (2005:22). Maka 
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dibutuhkan etika pelayanan yaitu; nantinya sebagai panutan dan akan menciptakan 

public trust sebagai fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas. 

Pengertian lain diungkapkan dalam kamus Bahas Indonesia (KBBI) bahwa 

pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut: 

a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani. 

b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual 

beli barang dan jasa. 

c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang dterima seorang dalam 

hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan mengobatan suatu 

gangguan kesehatan tertentu. 

d. Publik berarti orang banyak (umum). 

Pelayanan pada dasarnya ditunjukan untuk memenuhi mutu dan kualitas 

dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan 

publik. Pemerintah dalam bidang layanan publik mempunyai peran yang sangat 

berpengaruh sekali untuk seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan 

pemerintah semakin terasa dengan adanya kesadaran antara masyarakat dan 

pemerintah itu sendiri.  

Sedangkan Thoha dalam Herdiansyah (2011:11) memberikan istilah lain 

mengenai hal yang sejenis dengan pelayanan adalah pengabdian dan pengayoman. 

Disini diharapkan administrator mampu mencerminkan sifat-sifat memberikan 

pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan 

pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil ketimbang kepentingan sendiri. 

Pendapat lain mengenai definisi pelayanan publik dikemukakan oleh Moenir: 
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Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 

orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode 

tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya (Moenir, 2010:26) 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mengambil kesimpulkan bahwa 

Pelayanan Publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 

pemerintah ataupun pihak swata kepada masyarakat. Pemerintahan pada 

hakekatnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal 

pelayanan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan 

bersama.  

 

3. Jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan dapat dikatakan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual 

dalam berbagai aspek kelembagaan (Moenir, 2008:17). Pelayanan publik sesuai 

dengan Kepmenpan N0. 63 Tahun 2004 mengelompokan tiga jenis pelayanan dari 

instansi pemerintahan baik BUMN maupun BUMD. Pengelompokan pelayanan 

tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dan produk pelayanan yang 

dihasilkan, yaitu: pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. 

a. Pelayanan Administratif 

Adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh jenis unit pelayanan berupa 

pencatanan, penelitian, pengambilan keputusan dan kegiatan tata usaha 

lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa 
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dokumen, misalnya; sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan 

lainlain. Misalnya, jenis pelayanan sertifikat, pelayanan izin mendirikan 

bangunan (IMB) ,rekomendasi, keterangan, pelayanan administrasi 

kependudukan (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian), dan lain-lain. 

b. Pelayanan Barang 

Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan 

penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk 

distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung (sebagai unit 

atau individual) dalam suau sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut 

menghasilkan prodak akhir yaitu benda (berwujud fisik) atau yang 

dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi 

penggunannya. Misalnya, jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih 

dan jenis pelayanan telepon. 

c. Pelayanan Jasa 

Jenis pelayanan yang diberikan unit pelayanan berupa sarana dan 

prasarana dan penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu 

sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa 

yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 

habis pakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pelayanan angkutan 

darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, 

pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran. 

Ketiga jenis pelayanan pelayanan yang dilakukan pemerintah melalui 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan publik tersebut 
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orientasinya adalah publik (masyarakat) yang mendapatkan pelayanan. hal tersebut 

dapat ditegaskan, bahwa pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat. 

 

4. Karakteristik Pelayanan Publik 

Pelayanan mempunyai karakteristik yang diutarakan oleh 

(Normann dalam Wiryatmi, 1996:6), diantaranya : 

a. Pelayanan merupakan suatu produksi yang mempunyai sifat yang tidak 

dapat diraba, berbeda dengan barang produksi lain (barang jadi/barang 

industri yang berwujud). 

b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya nyata adalah tindak social. 

c. Produksi dan konsumsi pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umunya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. 

(Normann dalam Wiryatmi,1996:6) 

“Pelayanan merupakan suatu bidang yang tidak dapat diraba dan tidak 

berbentuk. Ketiga karakteristik pelayanan publik di atas menggambarkan pelayanan 

merupakan tindakan yang nyata yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan pada setiap orang yang berbeda-beda”. (Normann 

dalam Wiryatmi, 1996:6). 

 

5.  Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan 

kepada masyrakat secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki standar 
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pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi layanan. Hardiansyah 

(2011:28) berpendapat bahwa : 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan dan menjadi pedoman bagi 

penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat 

control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara 

pelayanan. Hardiansyah (2011:28)  

Standar pelayanan publik merupakan ketetapan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan memberikan 

perlindungan atas hak-hak publik yang seharusnya diterima. Komponen Standar 

Pelayanan Publik menurut Peraturan Menteri. Pendayagunaan Aparatur negara 

Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik, 

sekurang-kurangnya meliputi: 

Menurut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto (2006: 21-24), 

yaitu: 

a. Jenis Pelayanan 

Pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unti penyelenggara pelayanan. 

b. Dasar hukum pelayanan 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan 

pelayanan. 

c. Persyarataan pelayanan 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis 

pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif. 

d. Prosedur Pelayanan 

Tata cara prosedur pelayanan  yang dilakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengabdian. 

e. Waktu penyelesaian Pelayanan 

Jangka waktu yang diterapkan untuk menyelesaikan seluruh proses 

pelayanan dari setiap jenis pelayanan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

f. Biaya Pelayanan 

Biaya/tarif palayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian layanan. 

g. Produk pelayanan 
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Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

h. Sarana dan prasarana 

Fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik termasuk fasilitas 

pelayanan bagi penyandang cacat. 

i. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, perilaku yang 

dibutuhkan. 

j. Mekanisme penanganan pengaduan, 

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 Standar pelayanan publik memberikan kejelaasan menganai pelayanan yang 

diberikan. Selain itu pelayanan publik juga menjadi pedoman bagi pemberi layanan 

dan penerima layanan untuk ditaati dan dilaksanakan. Sebagaimana pelayanan 

perizinan online melalui sistem informasi cerdas pelayanan perizinan terpadu 

memiliki standar pelayanan publik sebaagai pedoman bagi Badan Penanaman 

Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Balikpapan dan masyarakat dalam 

proses pelayanan. 

 

6. Asas-Asas dan prinsip pelayanan publik 

Adapun asas-asas pelayanan publik berdasarkan keputusan menteri 

pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah 

a. Transparansi 

Yaitu, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas  

yaitu, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuaan 

peraaturan perundang-undangan. 

c. Kondisional 

Yaitu, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengaan tetap berpegaang teguh pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas . 

d. Partisipatif  
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Mendorong adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan 

harapan. 

e. Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak ada pembedaan suku, ras, agama, 

golongan, gender, status ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. (Ratminto, 2005:19-20). 

 

C. Inovasi Sektor Publik 

1. Pengertian Inovasi Sektor Publik 

Inovasi (innovation dan innovate) berasal dari bahasa latin “innovare” yang 

berarti berubah menjadi yang baru. Seperti pernyataan Muluk (2008: 44) mengenai 

inovasi berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru. 

Selanjutnya, Muluk (2008: 43) inovasi juga merupakan instrumen untuk 

mengembangkan cara-cara baru dalam mengenakan sumber daya dan memenuhi 

kebutuhan secara lebih efektif. 

Lebih lanjut menurut Rogers (1938:11) menyebutkan “An innovation is an 

idea, practice, or object that perceived as ne by an individual or other unit of 

adaption”. Artinya sebuah inovasi adalah gagasan, praktek, atau sesuatu yang 

dianggap baru oleh individu atau unit pengadopsi. 

Menurut Rogers (1983) dalam Noor (2013:85), inovasi organisasi tidak perlu 

harus menemukan sesuatu yang baru atau proses yang mereka adopsi untuk 

dikatakan inovatif. “inovation is as much about the way new ideas and product are 

bought effect as it is about the uniqueness of the original concept”. Dengan 

demikian inovasi dapat saja perbaikan terhadap organisasi yang diterapkan dan 

diimplementasikaan di organisasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

Inovasi juga memiliki atribut-atribut dalam perkembangan inovasi itu sendiri. 

Menurut Rogers yang dikutip oleh suwarno (2008:16), atribut inovasi antara lain: 

a. Relative Advantage atau keuntungan relatif 

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih 

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai 

kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang 

membedakannya dengan yang lain. 

b. Compability atau kesesuaian 

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian 

dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang 

lama tidak serta merta dibuang begitu aja, selain alasan faktor bagian 

proses transisi ke inovasi baru. Selain itu juga dapat memudahkan proses 

adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih 

cepat. 

c. Complexity atau kerumitan 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. 

Namun, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan 

lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi 

masalah penting. 

d. Trialability atau kemungkinan dicoba 

Inovasi hanya bisa diterima apabila teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi lama. 

Sehingga sebuah produk inovasi baru melewati fase “uji publik” dimana 

setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas 

sebuah inovasi. 

e. Observability atau kemudahan diamati 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati dari segi bagaimana ia bekerja 

dan menghasilkan sesuatu lebih baik. Inovasi dalam sektor publik 

sedang dijalankan oleh beberapa daerah untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan pelayanan. Alasan diperlukannya inovasi pada sektor publik 

adalah tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan dalam hal 

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah diharuskan 

bekerja lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Sehingga kedepannya 

sebuah inovasi menjadi hal yang penting dilakukan bagi instansi 

pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

2. Tipologi Inovasi 

Proses inovasi tidak sesederhana seperti menerjemahkannya dengan 

membawa kebaruan saja, namun justru lebih kompleks dari hal tersebut karena 
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melibatkan banyak aspek terutama di sektor publik. Menurut Mulgan & Alburry 

yang dikutip oleh Muluk (2008:44) menyatakan ada lima tipologi dalam proses 

inovasi yaitu: 

a. Inovasi produk atau layanan 

Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, 

produk, layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil 

pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efekifitas atau kualitas hasil. 

b. Inovasi proses pelayanan 

Keberhasilan inovasi juga tergantung pada inovasi proses yang berasal 

dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu 

pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang 

dibutuhkan untuk berinovasi. 

c. Inovasi metode pelayanan 

Inovasi dalam hal metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal 

berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan 

pelayanan 

d. Inovasi kebijakan 

Inovasi dalam kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi 

baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. 

e. Inovasi sistem 

Inovasi dalam interaksi sistem mencakup cara baru atau yang diperbarui 

dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya 

perubahan dalam tata kelola pemerintahan (changes in governance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Tipologi Inovasi Sektor Publik 

 Sumber : Muluk (2008:45) 

Adapun tipologi inovasi di sektor publik menurut Harlvorsen dalam 

Suwarno (2008:8) adalah sebagai berikut : 

a. A new or improved service (pelayanan baru atau pelayanan yang 

diperbaiki) 

b. Process innovation (inovasi proses) 

c. Administrative innovation (inovasi administratif) 

d. System innovation (inovasi sistem), adalah sistem baru atau 

perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan 

organisasi baru kerjasama dan interaksi. 

e. Conceptual innovation (inovasi konseptual), adalah perubahan 

dalam outlook, seperti misanya manajemen air terpadu atau 

mobility leasing 

Dari beberapa tipologi diatas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa inovasi pelayanan SICANTIK di DPMPPT Kota Balikpapan 

termasuk dalam tipologi pelayanan dan tipologi sistem. 
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3. Level Inovasi 

Aspek penting dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level inovasi 

yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang 

berlangsung. Kategori level inovasi ini dijelaskan oleh mulgan dan Albury mulai 

dari incremental, radikal sampai tranformatif (Muluk, 2003). 

a. Inovasi incremental berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-

perubahan kecil dari proses atau layanan yang telah ada. Umumnya 

sebagian besar inovasi incremental memainkan peran penting dalam 

pembaharuaan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil 

yang dapat diterapkan terus-menerus, dan mendukung rajutan pelayanan 

yang responsive terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta 

mendukung nilai tambah uang (value for money) 

b. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik 

atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses 

keorganisasian dan pelayanan. Inovasi ini jarang sekali dilakukan karena 

membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya 

memiliki resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk 

membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan dan memenuhi 

harapan pengguna layanan yang lama terabaikan. 

c. Inovasi transformatif atau sistematis membawa perubahan dalam struktur 

angatan kerja dan keorganisasian dengan mentranformasikan semuaa 

sektor dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini 

membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh hasil yang 
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diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan 

sosial, budaya, dan organisasi. 

 

4. Jenis-jenis Inovasi 

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang 

seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistem 

informasi cerdas agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama. Jenis-jenis 

inovasi menurut Robertson dalam nugroho (2003:395) diharapkan dapat 

memberikan masukan yang positif dalam menciptakan inovasi pelayanan publik 

jenis-jenis inovasi tersebut antara lain: 

a. Inovasi terus-menerus 

Adalah memodifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan 

produk yang  baru sepenuhnya. Inovasi menimbulkan pengaruh yang 

paling tidak mengacaukan pola periaku yang sudah mapan. Contohnya, 

pada perubahan model diperkenalkan dengan publik. 

b. Inovasi terus menerus secara Dinamis 

Mungkin melibatkan penciptaan produk baru aatau perubahan produk 

yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah 

mapan. 

c. Inovasi terputus 

Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang 

menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku 

mereka. 
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5. Proses Inovasi 

Everett M. Rogers dalam Suwarno (2008: 90-99) membagi tahapan atau 

proses inovasi menjadi 2 jenis yaitu tahapan proses inovasi yang dilakukan oleh 

individu dan tahapan atau proses inovasi yang dilakukan oleh organisasi. Adapun 

tahapan atau proses inovasi yang dilakukan oleh individu dibagi menjadi 5 tahap 

yaitu;  

1. Tahap pengetahuan/knowledge  

Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap 

pada seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana 

fungsi inovasi tentu dilakukan secara aktif bukan pasif. Setelah seseorang 

menyadari adanya inovasi dan membuka dirinya untuk mengetahui 

inovasi, maka keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin tahu tentang 

inovasi itu bukan hanya berlangsung pada tahap pengetahuan saja tetapi 

juga pada tahap yang lainnya. 

2. Tahap Bujukan/ Persuation 

Tahap ini muncul ketika seseorang atau unit pengambil keputusan yang 

lain, mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi 

terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental 

yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan 

utama bidang efektif atau perasa. Dalam tahap persuasi ini, peran 

kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dimasa datang 

juga penting. Perlu ada kemampuan untuk memproyeksikan penerapan 

inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. 
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3. Tahap keputusan/ Decision  

Tahap ini muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan 

lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilikan adopsi 

atau penolakan sebuah inovasi. 

4. Tahap Implementasi/ Implementation 

Tahap ini muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan 

lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi 

5. Tahap konfirmasi/ Confirmation 

Tahap ini muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan 

lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau 

penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan tahapan 

atau proses inovasi yang dilakukan oleh organisasi terbagi menjadi 2 

yaitu: 

a. Fase agenda setting 

Fase agenda setting dilakukan dengan proses identifikasi dan 

penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Setelah mengidentifikasi 

dan penerapan prioritas kebutuhan, selanjutnya dilakukan pencarian 

dalam lingkungan organisasi untuk menentukan dimana inovasi 

tersebut diaplikasikan. 

b. Fase matching atau penyesuaian 

Pada fase ini permasalahan telah terindentifikasi dan dilakukan 

penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. 
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Fase ini memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk 

diaplikasikan di organisasi tersebut. 

c. Fase rutinitas 

Fase rutinitas adalah fase dimana inovasi sudah dianggap sebagai 

bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah 

produk baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian rutin 

penyelenggaraan organisasi. 

 

 

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi 

 Muluk (2008:49-60) menjelaskan faktor yang mendukung dalam 

pengembangan inovasi sektor publik antara lain : 

a. Pengembangan kepemimpinan Inovasi 

Kepemimpinan yang mendukung proses inovasi merupakan syara utama 

bagi terjadinya inovasi pemerintahan. Kepemimpinan tidak hanya juga 

melibatkan adanya arahan strategis proses inovasi yang menjadi landasan 

operasional proses inovasi bagi seluruh elemen organisasi. Arahan strategis 

ini merupakan blue-print  kebijakan pengembangan inovasi yang ditaati 

oleh segenap pihak karena memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. 

b. Pengembangan budaya inovasi 

Pengembangan budaya inovasi menjadi begitu penting karena inovasi 

sebenarnya perlu dibangun di atas basis sosial yang luas dan tidak dibatasi 

oleh periode waktu yang terbatas. Inovasi dibangun dalam kurun waktu 
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yang cukup lama dan hasilnya juga memerlukan waktu yang cukup karena 

ada proses inovasi yang harus dilalui. Jika suatu organisasi publik mampu 

membagun budaya inovasi maka bisa dipastikan bahwa keberlanjutan 

sistem inovasi akan lebih terjamin dan mendarah-daging dalam kemampuan 

setiap anggota organisasi. 

c. Pengembangan pegawai 

Keberhasilan implementasi dari sistem pemerintahan yang inovatif tak lepas 

dari kondisi pegawai yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang 

memungkinkan untuk berinovasi. Kemampuan berinovasi pegawai akan 

berkelanjutan jika disediakan akses terhadap teknologi dan pengetahuan 

mutakhir. Akses sumber pengetahuan dan keahlian serta sumber 

pembelajaran adalah sangat penting sehingga harus menjadi bagian tak 

terpisahkan dari pengembangan pegawai. Knowledge sharing merupakan 

proses yang dibutuhkan untuk pengembangan pegawai beserta penyediaan 

aksesnya. 

d. Pengembangan tim kerja dan kemitraan 

Pengembangan inovasi membutuhkan kerja tim karena sistem inovasi pada 

dasarnya bukanlah pekerjaan individual. Pembelajaran tim dibutuhkan 

untuk membangun tim yang selaras, yakni sebuah tim sinergis yang 

memadukan seluruh potensi anggota tim pada tujuan yang sama dengan 

komitmen yang sama.  

e. Pengembangan kinerja inovasi 
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Inovasi akan sulit dinilai jika tidak disediakan manajemen kinerja inovasi. 

Manajemen kinerja inovasi meliputi penyusunan, pengukuran, dan apresiasi 

kinerja inovasi. Pengembangan kinerja inovasi dimulai dengan menyusun 

indikator kinerja yang memudahkan penilaian kinerja inovasi. Indikator 

kinerja yang memudahkan penilaian kinerja inovasi. 

f. Pengembangan jaringan inovasi 

Inovasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan karena  inovasi 

dipengaruhi oleh lingkungan dan mempengaruhi lingkungan. 

Pengembangan jaringan inovasi melibatkan identifikasi pihak luar, metode 

pelibatan pihak luar, dan instrumen yang paling efektif dalam 

memanfaatkan jaringan inovasi.  

Inovasi Tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus 

inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya budaya 

menjadi faktor penghambat terbesar dalam mempenetrasikan sebuah inovasi. 

Menurut Albury, 2003 mengemukakan 8 (delapan) jenis penghambat dalam inovasi 

sektor publik, diantaranya; 

1. Keengganan menutup program yang gagal. 

2. Ketergantungan berlebihan pada high performer. 

3. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi. 

4. Tidak ada penghargaan atau insentif. 

5. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan. 

6. Anggaran jangka pendek dan perencanaan. 

7. Tekanan dan hambatan administratif. 
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8. Budaya Risk Aversion. 

Hambatan inovasi diidentifikasi ada delapan jenis. Salah satunya yang 

dimaksud dengan budaya risk aversion adalah busaya yang tidak menyukai resiko. 

Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, enggan 

berhubungan dengan resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai 

cenderung enggan berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan 

pekerjaan secara prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara 

kelembagaan pun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak 

memiliki kemampuan untuk menangani resiko yang muncul akibat dari 

pekerjaannya. 

Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki 

kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya 

menjadi pengikut. Ketika figur tersebut hilang maka yang terjadi adalah stagnasi 

dan kemacetan kerja. 

Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta 

hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak 

fleksibel. Sejalan dengan itu, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih 

sangat sedikit. Sehingga, masih sedikitnya apresiasi yang layak atas prestasi atau 

unit yang berinovasi. 

 

D. Electronic Government 

1. Pengertian Electronic Goverment 
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Sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pemerintahan Electronic 

Government (e-goverment) untuk menunjang kinerja organisasi dan memperoleh 

kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah otonomi 

daerah, pelaksanaan e-goverment menjadi salah satu program pemerintah daerah 

untuk meningkatkan eksistensi masing-masing daerah melalui berbagai inovasi 

pelayanan yang dapat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah dan 

menunjang pelayanan kepada masyarakat. Berbagai daerah mengimplementasikan 

e-government yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik daerahnya.  

Definisi e-government menurut Zweers dan Planque dalam Indrajit (2002:3) 

adalah penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara 

elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas pada tempat dan waktu, 

menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. Definisi e-

goverment bila ditinjau dari sudut pandang pemerintahan, pemerintahan Federal 

Amerika Serikat dalam Indrajit (2006:3) mengungkapkan bahwa e-goverment 

mengacu pada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui 

internet atau media digital lainnya. Sementara itu definisi electronic goverment dari 

sudut pandang pemerintahan italia dikutip oleh Indrajit (2002:4) electronic 

goverment adalah penggunaan ICT (Information and Communication 

Technologies) dalam memodernisasikan proses kegiatan administrasi untuk 

membantu meningkatkan efisiensi operasional pada suatu instansi tertentu dan 

menyiratkan pengintegrasian lintas sektor department yang berbeda. 
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Berdasarkan beberapa definisi e-goverment yang telah dipaparkan di atas, 

dapat disimpulkan e-goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh 

lembaga pemerintah untuk menjembatani pemerintah sebagai penyedia layanan 

kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dengan tujuan untuk memberikan 

kemudahan akses dan memperbaiki kualitas pelayanan. E-government juga dapat 

dijadikan sebagai jembatan untuk memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain 

yang berperan sebagai mitra pemerintah. Inovasi SI CANTIK sebagai salah satu 

bentuk pengaplikasian e-government untuk memberikan kemudahan akses bagi 

masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perizinan dan sebagai salah satu 

upaya mengatasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan perizinan kota 

Balikpapan. 

 

2. Manfaat dan Tujuan Electronic Goverment 

Menurut Gloore dan Blair dalam Indrajit (2002:5) bahwa manfaat electronic 

government bagi suatu negara antara lain : 

a. Memperbaiki kualitas suatu pelayanan pemerintah kepada 

stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama 

dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan 

bernegara. 

b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good coorporate 

governance (GCG). 
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c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan 

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk 

keperluan aktifitas sehari-hari. 

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-

sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

e. Menciptkan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 

dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan 

dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. 

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik 

secara merata. 

Dewasa ini, e-government banyak diadopsi di beberapa daerah. Pada masing-

masing daerah yang telah menerapkan dan mengadopsi e-goverment tersebut 

memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 

2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, 

tujuan e-government yaitu: 

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas 

serta dapat terjangkau diseluruh wilayah indonesia pada setiap saat 

tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau. 

b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat 
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kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan 

internasional. 

c. pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-

lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi 

masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 

negara. 

d. Pembentukan sistem managemen dan proses kerja yang transparan dan 

efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 

pemerintahan dan pemerintah daerah otonom. 

3. Tipe-tipe Relasi dalam Electronic Governance 

Pada konsep electronic government dikenal empat jenis klasifikasi Indrajit 

(2006:41-45) merupakan keempat klasifikasi tersebut sebagau berikut: 

a. Government to Citizens 

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi 

informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi 

dengan masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan pemerintah 

melalui kanal-kanal akses yang beragam untuk pemenuhan berbagai 

kebutuhan pelayanan. 

b. Goverment to Business 

Membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian 

dapat berjalan merupakan salah satu tugas utama pemerintah sehingga 

diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai 

kalangan bisnis untuk membantu praktisi bisnis dalam menjalankan 
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roda perekonomiannya dan juga membawa keuntungan tersendiri bagi 

pemerintah dengan terjalinnya relasi yang baik dengan sektor bisnis. 

c. Goverment to Goverments  

Kebutuhan untuk saling berinteraksi antar satu pemerintah dengan 

pemerintah lain secara intens disetiap harinya tidak hanya berkisar pada 

hal-hal berbau diplomasi semata, namun untuk memperlancar 

kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara 

(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam proses politik, 

mekanisme hubungan sosial, budaya, dan sebagainya. 

d. Goverments to Employee 

Aplikasi electronic government juga diperuntukkan untuk 

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang 

bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. 

Bentuk relasi yang digunakan dalam implementasi e-government melalui 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan adalah Government 

to Citizen (G2C). Bentuk relasi dimana pemerintah membangun dan menerapkan 

teknologi informasi dengan tujuan untuk mendekatkan masyarakat melalui 

kemudahan akses pelayanan tanpa antrian panjang dan prosedur adminsitrasi yang 

berbelit-belit. 

 

4. Faktor Pendukung Electronic Government 

Penerapan konsep digitalisasi di sektor publik berdasarkan hasil kajian dan 

riset dari Harvard JFK School of Goverment ada tiga elemen sukses yang harus 
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dimiliki dan diperhatikan, masing-masing elemen tersebut adalah Support, 

Capacity, dan Value (Indrajit: 2002: 15) Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Support 

Elemen pertama yang harus dimiliki pemerintah adalah keingainan dari 

berbagai kalangan pejabat publik untuk menerapkan konsep e-government 

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip e-government. Indrajit 

(2002:16) menyampaikan bahwa dukungan implementasi e-goverment yang 

diperlukan bukan hanya pada omongan semata namun lebih jauh dukungan 

yang diharapkan adalah bentuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan 

Insrajit (2002:16) menyampaikan tanpa adanya unsur “political will” 

inisiatif pembangunan dan pengembangan electronic government 

mustahil dapat berjalan lancar sebab budaya birokrasi cenderung bekerja 

berdasarkan model manajemen “top-down”. Terkait dengan adanya 

unsut political will dalam elemen support maka dukungan kepemimpinan 

turut membawa pengaruh dalam implementasi inovasi pelayanan publik 

melalui sistem informasi cerdas pelayanan terpadu. Walikota Balikpapan 

dalam menggagas inovasi pelayanan publik melalui sistem informasi 

cerdas pelayanan terpadu menggunakan model managemen top-down 

dnegan keterlibatan lintas sektor beberapa SKPD terkait agar tujuan yang 

dituju dapat tercapi yakni terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan 

publik berbasis web yang mudah diakses masyarakat. 
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b. Dialokasinya sejumlah sejumlah saya (manusia, finansial, dan lain-lain) 

di setiap tataran pemerintahan untuk membangunan konsep ini dengan 

semangat lintas sektor. 

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung 

(seperti adanya undang-undang dan peraturan pemerintah, ditugaskannya 

lembaga-lembaga khusus, aturan main kerja sama). 

d. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata berkelanjutan, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan. 

2. Capacity 

Pada elemen kedua ini, adanya unsur kemampuan atau keberdayaan 

dari pemerintah setempat turu membawa pengaruh dalam mewujudkan 

“impian” electronic government. Ada tiga hal minimum yang harus memiliki 

pemerintah dengan elemen ini, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai 

inisiatif electronic government terutama yang berkaitan dengan sumber 

daya finansial 

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupkan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep 

electronic government 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan electronic government dapat 

sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. 
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3. Value 

Pada elemen pertama dan kedua dilihat dari sisi pemerintah selaku 

pihak pemberi jasa (supply side). Inisiatif penerapan electronic government 

tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Besar 

tidaknya manfaat dari penerapan electronic government tidak hanya 

ditentukan dari kalangan pemerintah sendiri, tetapi turu ditentukan 

masyarakat dan pihak yang berkepentingan (demand side). 

Tiga elemen diatas merupakan perpaduan yang akan membentuk pusat 

syaraf jaringan electronic government yang akan menentukan kunci sukses 

utama suatu keberhasilan. Penerapan elemen tersebut dapat mendukung 

pembangunan dan pengembangan konsep electronic government di 

indonesia. Pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi 

fokus pemerintah yang berusaha menerapkan konsep electronic government 

berada diluar elemen tersebut (ketiga elemen pembentuk pusat electronic 

goverment) maka kecenderungan kegagalan sebuah proyek tersebut akan 

tinggi. 

 

5. Faktor Penghambat Electronic Government 

Pada penerapannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab 

kegagalan peneapan electronic government yang dibagai menjadi tiga 

permasalahan pokok menurut Azis dalam kumorotomo (2009:7).  

Adapun tiga permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

a. Masalah budaya  
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1) Resistensi dan penolakan dari masyarakat 

2) Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap 

teknologi yang digunakan dalam electronic government system. 

3) Keengganan berbagai data dan informasi, agar terintegrasi secara 

nasional di seluruh lembaga penyedia layanan publik. 

b. Masalah kepemimpinan 

1) Terjadi konflik kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah  

2) Peraturan yang belum tersosialisasikan dan pemerapannya belum 

merata 

3) Pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan 

publik yang memanfaatkan electronic government system dalam 

APBN/APBD belum menjadi prioritas 

c. Masalah infrastruktur 

1) Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya 

ketersediaaninfrastruktur teknologi teknologi informasi dan 

komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di 

berbagai kepulauan. 

2) Ketersediaan infrastruktur ntuk pengadaan teknologi informasi dan 

komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. 

Penerapan E-government dalam suatu organisasi agar dalam penerapannya 

tidak terjadi kegagalan maka perlu memperhatikan faktor-faktor penting untuk 

mensukseskannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan e-

government antara lain (Indrajit, 2002:27) 
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a. Faktor teknologi, peradaban manusia dari tatanan masyarakat agraris 

dan industrial menuju masyarakat informasi 

b. Faktor ekonomi, dalam era reformasi terjadi transformasi dari ekonomi 

konvensional ke arah digital dan jaringan 

c. Faktor globalisasi, dengan liberalisasi perdagangan batas negara di 

bidang ekonomi semakin pudar, maka sangat perlu perencanaan yang 

matang dan menyeluruh dibidang teknologi informasi yang memadai 

serta meningkatkan SDM di bidang teknologi informasi. 

d. Faktor lokal, adanya sektor pariwisata yang sangat perlu potensi wisata. 

Disamping itu keberadaan usaha kecil menengah (UKM) yang terbukti 

tahan hidup dalam kondisi ekonomi yang kritis. 

 

E. Sistem Informasi 

1. Pengertian Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi dalam bukunya Abdul Kadir yang berjudul 

Pengenalan Sistem Informasi, yaitu: “sistem informasi adalah kerangka kerja yang 

mengkoordinasikan sumber daya ( manusia, komputer) untuk mengubah masukan 

(input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan”. 

(Kadir, 2003:11) 

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah 

membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, 

berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan 
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jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara 

elektronis. 

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem 

yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan 

saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan 

mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan sistem lainnya. Penjelasan di atas menerangkan bahwa 

sistem informasi dapat mempermudah perusahaan dalam mencapai sasaran yang 

telah ditargetkan dengan mengkoordinasikan manusia dan komputer sebagai 

sumber daya untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan. 

Sistem informasi juga dapat memudahkan pekerjaan disuatu perusahaan-

perusahaan. 

Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi adalah suatu 

institusi pemerintahan ditujukan agar suatu institusi pemerintahan dapat berjalan 

efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada 

kepada masyaraka dan aparatur itu sendiri. Kriterian dari sistem informasi antara 

lain fleksibel, efektif, dan efisien. 

Menurut Jogiyanto, (2005;11) mengemukakan bahwa definisi sistem 

informasi juga dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian , mendukung 

operasi ,bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
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menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan’. 

(Jogiyanto, 2005;11) 

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa Sistem informasi adalah aplikasi 

untuk mendukung operasi dari suatu organisasi: operasi, instalasi, dan perawatan, 

perangkat lunak, dan data. Sistem Informasi adalah kunci dari bidang yang 

menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi yang 

mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk 

menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna 

mendukung pengambilan keputusan. 

 

2. Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi dalam mendukung beberapa komponen yang fungsinya 

sangat vital di dalam sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi 

tersebut adalah Hardware, software, prosedur, pengguna dan data base. Secara 

rinci komponen- komponen sistem informasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perangkat keras (Hardware), mencakup peranti-peranti fisik seperti 

monitor dan printer. 

b. Perangkat lunak (software) atau program: sekumpulan intruksi yang 

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data 

c. Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan 

pemrosesan data dan pembamasyarakatn keluaran yang dikendaki. 
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d. Pengguna: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem 

informasi. 

e. Data Base: merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

dengan data lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untukl memanipulsinya, diantaranya; data, 

user dan sistem. 

(Kadir, 2003:70) 

Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam suatu sistem informasi, 

apabila salah satu komponen tidak ada maka sistem informasi tidak akan berjalan. 

Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi atau sektor pemerintahan 

dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik agar suatu pelayanan dapat 

berjalan efektif dan efisien. Dalam prakteknya, tidak semua sistem informasi 

mencakup semua komponen yang telah disebutkan si atas. 

 

3. Jenis-Jenis Sistem Informasi 

Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung 

pada kebutuhan bisnis. Terdapat beberapa cara untuk mengelompokan sistem 

informasi. Klasifikasi yang umum dipakai antara lain didasarkan pada: 

a. Level organisasi 

b. Area fungsional 

c. Dukungan yang diberikan, dan 

d. Arsitektur sistem informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

(Kadir, 2003:94) 

Berdasarkan pengklasifikasian tersebut sistem informasi dibagi lagi menjadi 

beberapa bagian, ini dimaksudkan agar jenis sistem informasi lebih jelas. Menurut 

level organisasi sistem informasi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, sistem 

informasi departemen, sistem informasi perusahaan dan sistem informasi 

antarorganisasi. Sistem informasi organisasi adalah sistem informasi yang hanya 

digunakan pada level organisasi saja, misalnya salah satu aplikasi digunakan untuk 

memantau pegawai. 

Jenis sistem informasi yang kedua adalah sistem informasi area fungsional, 

adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasinbagi 

kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sedangkan 

sistem informasi berdasarkan dukungan yaitu berdasarkan dukungan yang 

diberikan kepada pemakai, sistem informasi yang digunakan pada semua areal 

fungsional. 

Sistem informasi terkadang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pada level 

manajemen. Berdasarkan hal ini terdapat pengelompokan sebagai berikut: sistem 

informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial 

dan sistem informasi strategis. (dalam Kadir, 2003:131) 

 

F. Pelayanan Perizinan  

1. Pengertian Perizinan  

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk 

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan 

sustu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi 

perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkuran dapat melakukan suatu 

kegiatan atau tindakan (sutedi, 2010:168). Dengan memberiijin, penguasa 

memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu yang sebenarnya dilarang memperhatikan kepentingan umum yang 

mengharuskan adanya pengawasan. 

Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara 

hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah 

penyimpamgan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu: 

1. Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir, 

menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus 

sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon. 

2. Linsesi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta 

mendatangkan laba dan keuntungan. 

Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan 

kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, 

serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah 

terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak 

bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-

kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah 

diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah 
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pilitik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi 

dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, 

mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya. 

 

2. Fungsi Perizinan 

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki kegunana 

tertentu yang ditujukan untuk siapapun yang berkepentingan dengan kebijakan 

tersebut. Dalam hal perizinan pemerintah juga telah menetapkan fungsi dan tujuan 

tertentu terkait masalah perijinan yang bertujuan untuk memberikan arahan tentang 

adanya sistem perizinan itu sendiri. Menurut Adrian Sutedi (2010:193,200) 

menyebutkan bahwa ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai 

fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar 

izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan 

masyarakat lainnya yang tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban 

salam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur 

dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan 

peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, 

dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang 

dimiliki oleh pemerintah.  

Selanjutnya, sutedi menjelaskan, perizinan pada dasarnya memiliki fungsi 

lain yaitu menjadi instrumen pembangunan. Dalam fungsi ini, perizinan akan 

berperan sebagai suatu rekayasa kebijakan yang berperan dalam menyikapi siklus 

pembangunan yakni sejak perencanaan hingga ke pengawasan dan evaluasi. Dalam 
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proses perencanaan, perizinan akan menjadi salah satu variable kebijakan yang 

dapat memaksa pelaku usaha untuk bekerja sesuai dengan target yang telah dicapai. 

Dengan demikian, pemberian izin tidak lepas dari kepentingan pembangunan 

secara luas dengan berbagai persyaratan sebagai indikator tujuannya. 

 

3. Pola dan Model Pelayanan Perizinan 

Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, lampiran keputusan menteri 

pendayagunaan aparatur negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan 

adanya beberapa pola pelayanan, yaitu; 

 

 

a. Fungsional 

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan, 

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 

b. Terpusat 

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 

c. Terpadu 

Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan dalam rangka 

mempermudah penyelenggaraan berbagi bentuk pelayanan publik, 

dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 Pasal 15 ayat (2) yang 

menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk 
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jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal. Model 

layanan dan model kelembagaan penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yang ideal Saat ini untuk model kelembagaan PTSP masih beragam di 

Indonesia. Beberapa daerah masih memisahkan antara pelayanan perizinan dan non 

perizinan dengan pelayanan penanaman modal.  

Model penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi Empat, 

yaitu;  

1. Pelayanan Unit/Instansi Teknis 

Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui model unit/instansi 

teknis adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang paling 

konvensional. Artinya bila membutuhkan surat izin tertentu, masyarakat 

harus mengurus langsung ke unit/instansi teknis yang menerbitkan surat izin 

tersebut. Daerah-daerah yang mulai melaksanakan praktek tata kelola 

pemerintahan yang baik umumnya mulai meninggalkan sistem ini.  

2. Pelayanan Satu Atap 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 memberikan pengertian mengenai 

pelayanan terpadu satu atap yakni pola pelayanan terpadu yang 

diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan 

yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa 

pintu. Pola pelayanan satu atap lebih banyak ditujukan untuk memberikan 

kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kelemahan sistem ini sulit 

dilakukan kontrol oleh kepala pelayanan satu atap karena tidak memiliki 
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kewenangan baik administratif maupun teknis. Sehingga jika timbul 

permasalahan sulit untuk diatasi karena diluar tanggung-jawabnya. 

3. Pelayanan satu pintu  

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 memberikan pengertian mengenai 

pelayanan terpadu satu pintu yakni pola pelayanan terpadu yang 

diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan 

yang memilki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Tujuan 

pelayanan terpadu satu pintu ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik. 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) 

disini adalah penyelenggaraan pelayanan mulai dari tahap permohonan 

sampai tahap penerbitan dokumen (penyerahan resep pada pemohon), 

dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Penerapan pelayanan  terpadu 

satu pintu merupakan salah satu bentuk usaha dalam menjalankan aktivitas 

pelayanan yang lebih efektif dan efisien, karena dapat diproses secara paralel 

melalui administratif maupun secara  teknis yang diselenggarakan dalam satu 

pintu. 

4. Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap (One Stop Service) 

Pelayanan Satu Pintu dan Satu Atap atau biasa disebut One Stop Service 

(OSS) adalah mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan di mana 

untuk mengurus perizinan atau non perizinan, masyarakat cukup datang di 
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satu lokasi dan satu meja (costumer service). Apabila perizinan atau non 

perizinan sudah selesai hasilnya bisa diambil ditempat yang sama. Pada OSS, 

pengurusan perizinan secara pararel juga bisa dilakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk melakukan 

penelitian guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah 

yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini diungkapkan Sugiono (2008:1) bahwa metode 

penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, maka dapat dikatakan 

bahwa metode penelitian sangat berperan bagi peneliti. Peneliti dapat memiliki 

pedoman dan batas yang jelas sehingga penelitian mengenai inovasi pelayanan 

publik sistem informasi cerdas pelayanan perizinan online sebagai upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik ini lebih fokus dan terarah dengan adanya 

metode penelitian. 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang diungkapkan Moloeng 

(2007:11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk 

memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, 

wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan yang dimaksud penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
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tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, presepsi, 

motivasi dan tindakan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ni 

dimaksudkan untuk membuat deskripsi dan analisis mengenai inovasi pelayanan 

publik melalui sistem informasi cerdas pelayanan terpadu berbasis online sebagai 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan data yang didapatkan dari 

berbagai sumber baik tulisan maupun lisan. Sumber berupa tulisan yang berasal 

dari dokumen resmi yang dimiliki Dinas Pelayanan  Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan. Sumber lisan berdasarkan hasil wawancara. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah suatu obyek yang merupakan tujuan utama untuk 

meneliti fenomena sosial yang terjadi atau menangkap data-data yang akan 

dikumpulkan dna kemudian menganalisanya. Menurut Moleong (2005:97) fokus 

penelitian adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau 

melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun 

kepustakaan lainnya. Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan 

penelitian, dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran secara umum 

tentang objek yang akan diteliti. 

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif menurut moleong 

(2005:237) berfungsi untuk: 

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitiannya dapat membatasi 

bidang-bidang inkuiri (masukan). Misalnya ketika peneliti membatasi pada 
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upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak 

dimanfaatkan lagi 

2. Memenuhi kriteria inkuisi-eksuisi (masukan dan keluaran) suatu informasi 

yang diperoleh di lapangan dengan adanya fokus penelitian maka seorang 

peneliti dapat mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang 

sedang dikumpulkan. 

 

Fokus penelitian berdasarkan penguraian di atas maka peneliti mengambil fokus  

yang ditentukan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan inovasi sistem informasi pelayanan perizinan berbasis online 

di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan antara lain : 

a. Produk pelayanan program inovasi SICANTIK  

b. Proses layanan program inovasi SICANTIK 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan inovasi pada 

Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu  Kota Balikpapan yang meliputi: 

a) Faktor Pendukung 

1. Kepemimpinan Organisasi 

2. Budaya Inovasi 

3. Kualitas Pegawai 

4. Tim Kerja dan Kemitraan 

5. Adanya Mutasi dan Rotasi 

b) Faktor Penghambat  

1. Masih banyak program yang belum Terealisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

2. Kualitas Teknologi yang belum memadai 

3. Ketidakpastian dalam menghadapi resiko dan perubahan 

4. Anggaran bersifat jangka pendek 

5. Minimnya kompetensi 

6. Lamban / Tidak merespon 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan 

yang mana dapat mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang 

diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Balikpapan. Adapun 

situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Situs 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu kota Balikpapan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada aspek 

kemudahan dalam mendapatkan informasi. Alasan lain yaitu, karena pada Dinas 

Penanaman Modal dan perizinan terpadu di kota balikpapan merupakan instansi 

pemerintah yang memiliki inovasi pelayanan publik berbasis online dan diharapkan 

dapat menciptkan kualitas pelayanan yang baik. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut pada sumber-

sumber penyedia informasi yang dapat mendukung hal-hal atau masalah yang 

menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiono (2008:13) yang dimaksud sebagai 
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sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau gambar 

sehingga tidak menekankan pada angka. Dengan demikian secara garis besar, 

sumber data yang dimaksud dibedakan atas orang yang memberikan sumber data 

berupa kata-kata, tindakan, tempat berkenaan terjadinya peristiwa yang diteliti 

maupun dokumen sebagai sumber data dalam bentuk tertulis. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau 

responden. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau 

melakukan wawancara dengan informan yang ada di lapangan sesuai 

dengan  substansi penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia bagi peneliti dan dapat 

digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data menurut Arikunto (2006:134) adalah cara atau 

metode yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data yang dimana 

data tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam 

benda yang terlihat penglihatan tetapi dapat diperhatikan penggunaanya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Metode observasi,  
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Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung 

pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) kota 

balikpapan untuk mengetahui pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui 

sistem informasi cerdas pelayanan terpadu Si CANTIK. 

2. Metode wawancara, 

Wawancara yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang 

ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung 

dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai 

keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Metode dokumentasi. 

Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan mencatat atau menyalin 

data-data yang ada dalam dokumen di lokasi oenelitian khususnya yang 

berkaaitan dengan objek yang diteliti. Dokumentasi yang didapatkan dalam 

penelitian ini adalah berupa dokumen, arsip-arsip, dan foto kegiatan 

penelitian yang ada hubungannya dengan inovasi pelayanan publik melalui 

sistem informasi cerdas pelayanan terpadu Si CANTIK. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitin adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga 
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memiliki kedudukan yang strategis di dalam proses kegiatan penelitian yang 

digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 

2009:134) adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti sendiri 

Peneliti menjadi instrumen penelitian yang paling utama dan mendasar 

dalam melakukan pengamatan mengenai inovasi pelayanan publik melalui 

sistem informasi cerdas pelayanan terpadu Si CANTIK. Secara langsung 

peneliti menggunakan panca indera untuk melihat, mendengar, serta 

merasakan fenomena yang ada disekitarnya, terutama yang berhubungan 

dengan fokus penelitian. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara atau interview guide merupakan suatu daftar 

pertanyaan untuk melakukan pengumpulan data, yang berkaitan dengan 

pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui sistem informasi cerdas 

pelayanan terpadu Si CANTIK. Hal ini berfungsi agar wawancara yang 

dilakukan sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang berisikan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang 

diajukan kepada informan. 

3. Catatan Lapangan (field note) 

Catatan lapangan atau field note merupakan sebuah catatan peneliti yang 

didapatkan dari hasil mencatat ataupun mengcopy file atau data yang 

berkaitan dengan inovasi pelayanan publik melalui sistem informasi cerdas 

pelayanan terpadu Si CANTIK. Catatan lapangan memiliki fungsi untuk 
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mencatat hasil wawancara atau pengamatan yang berisi tentang data atau 

informasi yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan terkait fokus penelitian. 

4. Perangkat Penunjang 

Perangkat penunjang yaitu berupa alat tulis untuk membantu dalam 

mencatat hal-hal penting di lapangan, kamera untuk pengambilan gambar 

yang ada kaitannya dengan penelitian dan handphone untuk merekam saat 

wawancara dengan informan inovasi pelayanan publik melalui sistem 

informasi cerdas pelayanan terpadu Si CANTIK di kota Balikpapan. 

 

G.  Analisis Data 

Analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah 

data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian kualitatif, analisa dan 

penafsiran data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data, namun secara 

simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Sehingga 

penelitian kualitatif dikenal sebagai proses siklus. Miles dan Huberman (1984) 

dalam Sugiyono (2014; 91-99) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang disebut 

model interaktif, terdiri dari: 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. 

2) Data Display (Penyajian Data)  

Penyajian data bila dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3) Conslusion Drawing/Verification (Verifikasi Data) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap model analisis Miles dan 

Huberman dapat digambarkan dengan alur skema sebagai berikut: 
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Gambar 2. Analisis Data (Interactive Model) 

Sumber: Miles & Huberman dalam sugiyono (2014:92) 

Data collegtion Data display 

Conclusions: 

drawing/verifying 
Data 

conndensationn 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Balikpapan 

Sebelum membahas seputar Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem 

Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik (SICANTIK) Kota Balikpapan 

yang menjadi situs dalam penelitian ini, ada baiknya peneliti memberikan 

gambaran umum mengenai Kota Balikpapan yang merupakan lokas dalam 

penelitian ini.  

 

Gambar 3: Peta Kota Balikpapan 

Sumber : Pemerintah Kota Balikpapan 
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a. Sejarah Kota Balikpapan 

Balikpapan adalah salah satu kota di Kalimantan Timur (kaltim), 

indonesia. Balikpapan memiliki penduduk sebanyak 701.066 jiwa, yang 

merupakan 22 % dari keseluruhan penduduk kaltim. Logo dari kota yang 

sering dijuluki “Kota Minyak” (Banua Patra) ini adalah Beruang Madu, 

Binatang khas kota Balikpapan yang sekarang sudah mulai punah. 

Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu 

lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana 

pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk 

Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten 

dari JH Menten dan Firma Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi 

pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah 

mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai. 

Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan 

pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah 

besar ke Balikpapan. Pendatang ini kebanyakan adalah orang Cina dan para 

pekerja pengeboran yang rata-rata berasal dari jawa dan berbagai daerah 

lainnya seperti India. Pekerja dari Cina dan India inilah yang menjadi cikal 

bakal penghuni desa di Tukung (Klandasan) dan Jumpi (Kampung Baru) yang 

merupakan asal usul sebagian besar warga Balikpapan. Selain itu keberadaan 

minyak, yaitu minyak tanah atau "lantung", juga mengundang semakin 

besarnya jumlah pedagang yang datang dari daerah Kerajaan Banjar di 
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Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan untuk berdagang dan singgah di 

Balikpapan. 

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang 

menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan 

yang mencapai 86 juta barrel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah 

yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini 

Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada 

pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah 

minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, 

Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang 

diimpor dari negara lain. 

 

b. Kondisi Geografis dan Keadaan Alam Kota Balikpapan 

Kota Balikpapan secara astronomis terletak di antara 1,0 LS - 1,5 LS 

dan 116,5BT - 117,0 dengan luas sekitar 50.330,57 ha atau sekitar 503,3 

km2 dan luas pengelolaan laut mencapai 160,10 Kotamadya Balikpapan yang 

terletak pada posisi 116,5o BT —117,5o BT dan 1,0o LS —1,5o LS, dengan 

batas-batas wilayah kota Balikpapan yaitu, sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur dan selatan berhadapan 

langsung dengan Selat Makasar, kemudian sebelah barat berbatasan langsung 

dengan Teluk Balikpapan dan Kabupaten Pasir. 

Secara administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) 
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Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Pada tahun 2012 ada 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan 7(Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan 

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 

Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan 

Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) 

Kelurahan.  

 

c. Visi dan Misi Kota Balikpapan 

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 

2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:  

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang 

Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman” 

Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (Livable City) adalah 

suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat 

tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek 

baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek 

non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari 

Livable City diantaranya : 

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian 

yang layak, air bersih, listrik) 

2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi 

publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah) 
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3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan 

berinteraksi 

4. Keamanan, bebas dari rasa takut. 

5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya 

6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik 

Madinatul Iman, mengandung makna sebagai berikut : 

1. Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan 

pada prinsip moral. 

2. Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan 

kestabilan masyarakat. 

3. Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang 

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan 

perundangan-undangan. 

4. Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban 

maju 

Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih menjadi Misi Kota 

Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; 

2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan; 

3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif; 

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; 
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5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

Sementara itu, Visi dan Misi Kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 

(Perda No. 1 Tahun 2013) adalah sebagai berikut : 

Visi : 

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri, 

Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul 

Iman“ 

Misi : 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing; 

2. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai; 

3. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; 

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; 

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik 

2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan  Perizinan Terpadu 

(DPMPT) Kota Balikpapan 

a. Dasar Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang 

penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Kota 
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Balikpapan yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Balikpapan 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaga Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2 tambahan Lembaran 

Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) serta Peraturan Walikota Balikpapan 

Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi uraian Tugas dan Fungsi 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. DPMPT adalah unsur 

pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. DPMPT dipimpin oleh 

Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 

 

b. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan 

Tugas : 

DPMPT mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan 

melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan 

perizinan terpadu. 

Fungsi : 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

DPMPT mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal peningkatan 

pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang 

diterapkan Pemerintah Daerah; 
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1. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang informasi dan pelayanan; 

2. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang perizinan; 

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang penanaman modal; 

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan 

teknis di bidang pengawasan dan pengendalian; 

3. Penyelenggara urusan kesekretariatan; dan pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. 

 

c. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

(DPMPT) Kota Balikpapan 

1. Visi  

TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN IKLIM MENUJU 

INVESTASI YANG KONDUSIF 

2. Misi  

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan yang prima 

dengan mengutamakan responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, 

transparan dan kredibel; 

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, investasi dan 

kerjasama investasi; 
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3. Mewujudkan tertib administrasi keuangan, sumber daya manusia 

(SDM)dan perkantoran. 

d. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan perizinan Kota 

Balikpapan sesuai dengan Peratutan  Bupati Nomor : 82 Tahun 2016, sebagai 

berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat yang membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan Program 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum 

3. Bidang Penanaman Modal yang membawahi : 

a. Seksi Adminitrasi Penanaman Modal 

b. Seksi Promosi Penanaman Modal 

c. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal 

4. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang yang membawahi : 

a. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang 1 

b. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang 2 

c. Seksi pengendalian Perizinan Pemanfaatan Ruang 

5. Bidang Perizinan Usaha yang membawahi : 

a. Seksi Perizinan Usaha 1 

b. Seksi Perizinan Usaha 2 
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c. Seksi Pengendalian Perizinan Usaha 

6. Bidang Pengaduan, Layanan  Informasi dan Kebijakan yang 

membawahi : 

a. Seksi Pengaduan dan layanan Informasi  

b. Seksi analisa Kebijakan dan Penyuluhan 

c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan 

 

Gambar 4 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Kota Balikpapan 

Sumber : Profile DPMPT Kota Balikpapan, 2017 

 

B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Peneliti menyajikan data sesuai 

fokus yang telah ditentukan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

pada penerapan Inovasi SICANTIK dan kendala pada penerapan Inovasi 

SICANTIK pada lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. 
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1. Pelaksanaan Inovasi SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas 

Pelayanan Perizinan Terpdu untuk Publik) di Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan. 

a. inovasi produk layanan  

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) sudah 

menjalankan pemerintahan berbasis elektronik sejak tahun 2015. Untuk 

melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan berinisiatif untuk 

mengembangkan aplikasi perizinan menjadi berbasis web progamming. 

Kemudian setelah melakukan beberapa kali uji coba, perbaikan dan 

pengembangan, maka terciptalah program SICANTIK (Sistem Informasi 

Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik) oleh Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan menjelaskan : 

“SICANTIK itu merupakan singkatan dari sistem informasi pelayanan 

perizinan terpadu untuk publik yang merupakan layanan secara online 

terkait dengan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (DPMPPT) yang bisa di akses melalui situs resmi 

dari DPMPPT sendiri maupun melalui web di seluler yang sedang 

kami kembangkan” .(Wawancara pada tanggal 23 April 2018 di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota 

Balikpapan”. 

Berdasarkan penjelasan diatas pelayanan SICANTIK dapat dikatakan 

sebagai inovasi yang merupakan cara baru dan sebuah sistem yang pertama 

yang dinaungi oleh KOMINFO pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yang selanjutnya akan 

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pengembangan 

karna dapat terus di setting. Hal tersebut juga djelaskan oleh Ibu Natalia 
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Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan 

Peningkatan Layanan:  

“Inovasi SICANTIK lebih mengikuti perkembangan jaman, karena 

kita memang menggunakan aplikasi berbasis web programming 

karena aplikasi yang berbasis web seperti ini sangat umum yang dapat 

diakses dengan menggunakan media online dengan menggunakan 

gadget sehingga dapat di update dan di gunakan oleh costumers. 

(Wawancara pada tanggal 23 April 2018) di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. 

 

Adanya Layanan SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan 

Terpadu untuk Publik) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu. Masyarakat benar-benar merasakan pelayanan 

inovasi baru dari pemerintah. Adanya layanan SICANTIK (Sistem Informasi 

Cerdas Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Publik) yang dilaksankan oleh 

DPMPT Kota Balikpapan. Seperti yang kita ketahui selama ini Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan instansi 

yang mempunyai tugas dalam bidang perizinan, salah satunya memberi 

pelayanan kepada para pengusaha dalam mendapatkan izin usahanya. Adanya 

inovasi layanan ini DPMPT Kota Balikpapan memiliki metode pelayanan 

yang baru, sehingga mampu memaksimalkan perannya sebagai pemberi 

pelayanan publik yaitu memuaskan dan memberikan pelayanan terbaik pada 

masyarakat. Dasar hukum dari adanya layanan SICANTIK antara lain:  

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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3. Peraturan Walikota Balikpapan  No. 18 Tahun 2017 Tentang 

Pendelegasian  Kewenenangan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Kepada DPMPT 

4. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 

5. PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; 

8. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan eGovernment; 

Inovasi pelayanan SICANTIK sampai saat ini sudah mempunyai 

beberapa aplikasi lainnya yang didalamnya merupakan pengembangan dari 

layanan inovasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Balikpapan. Inovasi tersebut merupakan layanan yang 

dikembangkan untuk mengoptimalkan dan mempercepat proses perizinan 

dan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian 

Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan: 

“Pelayanan Utama pada DPMPPT kota Balikpapan ini adalah dengan 

adanya Inovasi SICANTIK ini yang merupakan program pertama 

dalam pengurusan perizinan berbasis web online yang merupakan 

awal dibentuknya SICANTIK. Awalnya pada pelayanan perizinan 
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masih berbasis Dekstop setelah dilakukan perkembangan untuk 

meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan maka 

diluncurkanlah SICANTIK oleh Kementrian KOMINFO sebagai 

sistem online yang dibentuk untuk mengoptimalkan proses perizinan. 

(Wawancara pada tanggal 23 April 2018) di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. 

 

 

 
Gambar 5. Brosur pelayanan perizinan pada DPMPT Kota 

Balikpapan 

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan 2017 
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Bu Nisa menjelaskan bahwa selain layanan perizinan online 

Pelayanan SICANTIK juga mengembangkan beberapa produk yang dapat 

penunjang proses perizinan yaitu :  

“Didalam Layanan SICANTIK itu terdapat beberapa aplikasi 

pelayanan yang sedang (DPMPPT) kembangkan untuk menunjang 

dan mempercepat proses perizinan yaitu dengan adanya tracking 

online, SMS gateway, dan ada Digital Signature yang terdapat dalam 

inovasi SICANTIK untuk pengecekan status izin dan juga dapat di 

akses di handphone melalui web dengan melakukan sistem scan QR 

barcode sehingga dapat tersimpan dalam database perizinan. 

Beberapa layanan ini memang digunakan untuk mempermudah 

proses perizinan.” (Wawancara pada tanggal 23 April 2018) di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa pelayanan 

SICANTIK memiliki beberapa aplikasi pelayanan yang terus dikembangkan 

untuk menunjang proses perizinan sehingga lebih efektif dan efisien secara 

tepat waktu. Setelah melalui beberapa pengembangan pelayanan SICANTIK 

terdapat beberapa produk pelayanan antara lain; 1) Tracking Online;  2) SMS 

Gateway, 3) Digital Signature. Dari ketiga layanan tersebut yang pertama 

adalah layanan Tracking Barcode yang dapat digunakan oleh masyarakat 

(pemohon) untuk pengecekkan status izin melalui website DPMPT Kota 

Balikpapan. Secara Jelas dalam tampilan layanan online yang ada di situs 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan 

sebagai berikut: 
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Gambar 6. Sistem layanan Tracking online  

Sumber. Peneliti, 2018 

 

Selanjutnya, dalam layanan SICANTIK Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan juga menyediakan sistem 

Digital Signature dengan tujuan menyediakan layanan pendukung 

masyarakat untuk dapat mengakses melalui web.  

Selanjutnya, dalam layanan SICANTIK pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan juga sedang 

mengembangkan layanan sistem SICANTIK yang dapat dapat diakses 

melalui smartphone android dengan tujuan menyediakan layanan serta 

mempermudah pegawai maupun masyarakat yang akan melakukan proses 

perizinan ataupun investasi dan dapat diakses melalui web. Pada halaman web  

investasi.balikpapan.go.id.  
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Gambar 7. Halaman Sistem layanan SICANTIK pada Web 

Sumber: Peneliti 2018 

 

Berikut alur pengaksesan sistem SICANTIK 

1. Buka situs web Investasi.balikpapan.go.id; 

2. Pilih Perizinan Online 

3. Setelah mendaftar muncul tanda terima apabila izin sudah masuk 

4. Pilih Tracking status izin; 

5. Arahkan Kamera ke scan QR code yang terdapat pada SK izin; 

6. Pastikan android terhubung dengan internet dan data hasil scan akan 

muncul  
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Gambar 8. Pengaksesan sistem SICANTIK melalui smartphone 

Sumber: Peneliti 2018 

Berdasarkan pemaparan beberapa layanan SICANTIK diatas dapat 

disimpulkan layanan SICANTIK merupakan inovasi produk atau layanan 

baru yang digunakan untuk memudahkan masyarakat. Adapun beberapa 

produk yaitu paket perizinan online, tracking barcode serta adanya Digital 

Signature yang masih dalam proses pengembangan produk ini merupakan 

beberapa produk layanan aplikasi SICANTIK yang digunakan untuk 

mempercepat proses perizinan. 
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b. Inovasi Proses Pelayanan 

Organisasi pemerintahan yang terkenal lamban, dan berbelit-belit 

dalam pelayanan dituntut untuk bergerak lebih cepat dan tepat dalam 

pemberian pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan  sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang diberikan. Salah satunya yaitu dengan 

pelayanan perizinan melalui SICANTIK. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebagai instansi penyedia 

layanan atau fasilitator harus melakukan pelayanan dalam menjawab masalah 

tersebut. Upaya tersebut dibuktikan dengan adanya penyederhanaan prosedur 

pelayanan melalui perizinan berbasis web pada layanan SICANTIK. Berikut 

merupakan gambaran proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan. 

Adapun mekanisme prosedur dalam proses perizinan online adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Prosedur Pelayanan Paket Perizinan Online  

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan 2017 

Pemohon Tim 

Teknis 

Bagian 

Penjadwalan  

Petugas 

Loket 

Kepal Dinas 
Kabid Perizinan 

Usaha  

Kasi Perizinan 

Usaha 1 

Bendahara 

Penerima SKRD 

Petugas 

Entry Data 

Bagian 

Arsip Data  
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Gambar 9. Mekanisme Perizinan DPMPT Kota Balikpapan 

Sumber: DPMPT Kota Balikpapan 2017 

 

Berdasarkan alur perizinan diatas perizinan online melalui layanan 

SICANTIK dan pelayanan secara reguler terdapat perbedaan  alur pelayanan. 

Perbedaan terletak pada proses dalam pemberian pelayanan, dengan 

pelayanan reguler seluruh proses dilakukan secara manual yang 

mengharuskan pomohon untuk datang langsung ke Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dan mengisi form 

pengajuan secara manual lalu datang kembali untuk mengecek status dan 

surat izin lalu menunggu konfirmasi dan dihubungi oleh pihak DPMPPT. 

Sedangkan, alur perizinan online melalui layanan SICANTIK pemohon 

melakukan pengisian formulir secara online serta pengumpulan berkas 

dengan cara mengupload-nya yang kemudian menunggu konfirmasi email 

apakah data perizinan yang diajukan terverifikasi atau tidak juga bisa melalui 

fitur tracking system yang terdapat pada laman SICANTIK atau melalui 

smartphone melalui mobile SICANTIK.   
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Kemudahan pelayanan paket perizinan online juga dirasakan oleh 

pemohon izin (masyarakat) peneliti berkesempatan melakukan wawancara 

dengan seseorang perpanjang perizinan online yaitu Bapak Suwarno dari 

Kecamatan Sumber Rejo menjelaskan bahwa:  

“Pengurusan izin secara online ini sangat memudahkan saya. Karena 

saya tidak perlu jauh-jauh datang berkali-kali dari Sumber Rejo ke 

kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

(DPMPTSP) untuk perpanjang izin karna sudah berbasis online 

selain itu prosedurnya juga mudah dan praktis sekarang saya tidak 

perlu repot- repot bolak-balik datang ke sini karena sudah saya 

upload saat awal”. (Wawancara pada tanggal 23 April 2018 di Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan) 

 

Proses Pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan merupakan upaya pembaharuan 

dalam menunjang pelayanan yang diberikan untuk menunjang pembaharuan 

pelayanan perizinan melalui SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan 

Terpadu untuk Publik) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota 

Balikpapan menetapkan SOP (standar Operasional Prosedur dan Standar 

Pelayanan Publik dengan mengacu pada Undang-Undang  Nomor 25 tahun  

2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun  2012 tetang 

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 

dengan 14 (empat belas) indikator sebagai berikut : 

1. Dasar Hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

4. Jangka Waktu Penyelesaian 
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5. Biaya / tarif 

6. Produk Pelayanan 

7. Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas 

8. Kompetinsi Pelaksana 

9. Pengawasan Internal 

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

11. Jumlah Pelaksana 

12. Jaminan Pelayanan 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 

Pelaksanaan pelayanan publik melalui SICANTIK yang dilakukan 

Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan sudah 

dijalankan berdasarkan pedoman dan telah memenuhi klasifikasi yang 

terdapat didalam Standar Operasional Prosedur dengan mengacu pada 

Standar Operasional Prosedur Nomor 188.4/ 95 Tahun 2017 tentang Standar 

Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan hal ini diperkuat oleh ibu Natalia Sarah 

selaku seksi Pengembangan Sistem Inoformasi dan Peningkatan Layanan 

sebagai berikut:  

”untuk pelayanan online ini sendiri kami sudah menyesuaikan dengan 

ketentuan Standar Operasional Prosedur yang sudah direvisi tahun 

2017 kami sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan, untuk 

transparansi setiap proses pelayanan selalu kami beritahukan dalam 

bentuk informasi pada web” (Wawancara pada tanggal 23 April 2018) 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan) 
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Dari pernyataan ibu Natalia Sarah diatas, telah dijelaskan bahwa 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan 

telah memberikan pelayanan publik dengan mengikuti ketentuan yang ada 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan oleh 

pemerintah kota. Beberapa indikator pelayanan publik telah dijalankan 

dengan baik sesuai dengan SOP yang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu keluarkan setiap perkembangannya.  

 

 
Gambar 10. Cover Standar Operasional Pelayanan (SOP) 

Sumber : DPMPT Kota Balikpapan, 2017  

   

Didalam buku standar pelayanan publik yang dipublikasikan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. Disertakan 

juga penjelasan dan hasil kerja terhadap indikator yang mencakup undang-

undang tersebut. 
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Selain itu, di dalam pelaksanaan dan pengembangan inovasi layanan 

SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik) 

diterapkan suatu kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi inovasi layanan 

tersebut. Beberapa hal yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu dalam memantau dan mengevaluasi inovasi layanan 

SICANTIK adalah : 

1. Kegiatan sosialisasi terhadap pelayanan SICANTIK (Sistem Informasi 

Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik). Kegiatan ini dilakukan 

dengan menganalisa ketepatan waktu penyelesaian izin secara berkala 

setiap bulan, persemester dan pertahun. 

2. Pelaksanaan Audit. untuk memastikan efektifitas dan kesesuaian 

pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pihak konsultan 

yang dilakukan setiap tahun. 

4. Penyediaan touchsreen kepuasan pelanggan yang ada diruang 

pelayanan setelah masyarakat mengambil sertifikat izin. Masyarakat 

diharuskan menekan tombol puas, cukup puas, atau tidak puas atas 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(DPMPPT) Kota Balikpapan mempunyai strategi dalam memperkenalkan 

layanan terbaru melaui SICANTIK berikut adalah penjelasan dari oleh Ibu 
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Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan 

Peningkatan Layanan bahwa : 

“Sosialisasi yang DPMPPT lakukan yaitu melaui website, media 

sosial, sosialisasi, koran, berita harian radio dan mengadakan acara 

khusus dan gatering, kegiatan ini pun disetujuinya karna dari sisi 

anggaran selalu didukung oleh PEMKOT sehingga pada saat 

asistensi sudah pasti diterima seperti tim-tim BPKAD, BAPEDDA, 

Pembangunan yang mendukung kegiatan sosialisasi ini. 

(Wawancara pada tanggal 23 April 2018) di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. 

 

 Ibu Natalia Sarah juga menambahkan : 

“untuk pengenalan alur, mekanisme dan prosedur kepada 

masyarakat (pemohon) yang baru melakukan izin secara online kami 

menyediakan layanan costumer service pada layanan tersebut yang 

akan dituntut untuk dapat memudahkan pekerjaan pengembangan 

dalam pengunaan internet dan alur prosedurnya” (Wawancara pada 

tanggal 23 April 2018) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. 

 

Berdasarkan dari pernyataan dari informan diatas diketahui bahwa 

dalam memperkenalkan layanan SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tidak ada secara khusus 

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan pengenalan 

dilakukan saat Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu 

(DPMPPT) melakukan acara khusus dan gathering kepada pengusaha serta 

melalui situs resmi DPMPPT Kota Balikpapan, melalui website, media sosial, 

radio. Untuk masyarakat yang baru melakukan izin online Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan menyediakan 

layanan costumer service yang akan membimbing masyarakat (pemohon) 

dalam pengenalan aplikasi serta alur prosedur izin.  
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Gambar 11. layanan cuctomer service  

Sumber: Peneliti 2018 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi SICANTIK (Sistem 

Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu  (DPMPT) Kota Balikpapan 

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Inovasi  

Dalam pelaksanaan inovasi sebagai cara baru untuk dapat memenuhi 

pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maka Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

meninjau kendala tersebut dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

perkembangan guna menghasilkan suatu inovasi yang berkelanjutan. Faktor 

yang mendukung pelaksanaan inovasi layanan SICANTIK (Sistem Informasi 

Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik) di Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan.  
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1. Kepemimpinan Organisasi 

Peran Kepemimpinan Organisasi merupakan faktor penting dalam 

pengembangan inovasi sebagai pendorong dalam pelaksanaanya. Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota 

Balikpapan berkomitmen dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan 

SICANTIK. Sperti yang Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian 

Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan jelaskan: 

”Saat berjalanannya inovasi SICANTIK ini yang pada awal 

pelaksanaannya masih menggunakan sistem manual dengan Dekstop, 

sebelum sub bagian pengolahan data elektronik difasilitasi untuk 

training tetapi berkat komitmen dari kepala dinas oleh Bapak setelah 

itu baru menggunakan sistem berbasis online melalui web untuk 

seluruh kegiatan terintegritas dengan SICANTIK” (Wawancara pada 

tanggal 23 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

 

Setelah itu ibu Natalia Sarah juga menambahkan:  

“untuk pengembangan SICANTIK Kepala Dinas beserta staffnya 

semua belajar dan selalu menerima setiap masukan dan  usulan apabila 

ada kekurangan, hal-hal yang harus ditambahkan agar apabila terdapat 

permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Kepala dinas 

DPMPPT yang menerima inovasi mempertegas dengan adanya 

inovasi ini yang berasal dari KOMINFO ini menyetujui dan 

menyesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta program 

yang telah dibuat untuk perizinan Online. (Wawancara pada tanggal 

23 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Balikpapan). 

 

Berdasarkan wawancara diatas, Kepala Dinas sudah melaksanakan 

fungsi dengan baik, sebagai pemimpin dalam pelaksanaan inovasi yang ada 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan beliau mengarahkan manfaat sistem online sudah dapat 

dilaksanakan dengan baik karna sebelum sistem online dilaksanakan masih 
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menggunakan sistem manual yang kini telah berkembang dengan 

digunakannya sistem online.  

Selain faktor Pendukung dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan, pelayanan SICANTIK ini 

juga Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan.  

2. Budaya Inovasi 

Sejak dilaksanakannya inovasi SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas 

Pelayanan Perizinan Terpadu untuk Publik) di DPMPT Kota Balikpapan pada 

awal 2015 DPMPPT telah melakukan pengembangan budaya inovasi. 

Pengembangan budaya inovasi yang dilaksanakan dapat terus di rutinitaskan 

dan berkelanjutan sehingga sistem inovasi akan lebih terjamin dan dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai dan staff di DPMPPT Kota 

Balikpapan.  

Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem 

Informasi dan Peningkatan Layanan yaitu juga menambahkan: 

“Pengembangan budaya inovasi sangat diperlukan agar kinerja 

organisasi dapat berjalan dengan lancar. Layanan SICANTIK ini 

diinovasikan dan terus dikembangkan dengan meminta saran dan kritik 

dari konsultan, agar selalu ada hal-hal baru yang ada dalam layanan 

SICANTIK ini” (Wawancara pada tanggal 23 April 2018 di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan).  

 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa DPMPPT 

Kota Balikpapan juga melakukan pengembangan inovasi dengan tujuan agar 

layanan SICANTIK terus melakukan berbagai penyesuaian dan pelaksanaan 

untuk tumbuh berkembang sehingga dapat terus berkelanjutan. 
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3. Kualitas Pegawai  

Sumberdaya aparatur yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan sebagian besar 

adalah lulusan sarjana dan beberapa lulusan setara SLTA. Semuanya 

merupakan pegawai yang sudah lama bekerja di DPMPPT dan mempunyai 

pengalama dalam mengatasi masalah perizinan.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(DPMPPT) Kota Balikpapan setiap tahunnya melakukan pendidikan yang 

bertujuan untuk  meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Natalia 

Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan 

Peningkatan Layanan yaitu: 

”Dalam meningkatkan kualitas pegawai dalam pencapaian sasaran mutu, 

DPMPPT melakukan Bimbingan Teknologi karna ada devisit baru setiap 

tahunnya yang secara struktural agar  dapat memaksimalkan kinerja dalam 

memberikan pelayanan terutama pelayanan melalui SICANTIK ini” 

(Wawancara pada tanggal 23 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

 

Berdasarkan penyataan diatas, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan dalam 

meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayanan dilakukan secara rutin dengan memberikan bimbingan teknologi 

kepada pegawai dalam penggunaan teknologi dan informasi guna 

meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara elektronik. 
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4. Tim kerja dan Kemitraan 

Tim kerja dalam inovasi pelayanan SICANTIK dapat dilihat dari 

sinergi antara atasan dan bawahan yang memiliki komitmen yang sama untuk 

mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas. Hal ini berdasarkan 

penjelasan dari Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan 

Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan bahwa: 

“Dalam pelayanan SICANTIK ini dibutuhkan tim kerja yang saling 

bersinergi. Kita memiliki tim kerja mulai dari Customer Service khusus 

layanan perizinan online, Bidang Perizinan, Bidang Perizinan usaha, 

Bidang Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan, hingga kepala badan 

yang memutuskan dan menandatangani sertifikat izin. Sehingga 

semuanya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditentukan” (Wawancara pada tanggal 27 April 2018 di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

Tim yang bekerja sebagai pendukung pelaksanaan Layanan 

SICANTIK ini juga melihat sejauh mana setiap izin yang masuk agar tidak 

ada kesalahan pada proses pelayanan.  

 

5. Adanya Mutasi & Rotasi 

Berjalannya layanan SICANTIK tidak lepas dari peran pegawai 

sebagai pelaksana dan pemberi layanan, untuk meningkatkan kualitas kinerja 

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan yang menetapkan indikator kinerja individu di setiap sub bagian 

yang ada di DPMPPT Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan dari Ibu 

Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan 

Peningkatan Layanan bahwa: 

”Kalo dari kita sih supaya setiap pegawai akan tetap terus meningkatkan 

kinerja mereka masing masing biasanya Kepala Dinas itu 

memberlakukan adanya mutasi internal untuk pegawai dan juga 
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dilakukannya mutasi eksternal atau dipindakan untuk memotivasi 

mereka lagi untuk tidak malas-malasan misalnya dengan dilakukannya 

rolling. Tetapi kalo untuk bagian teknisi/IT sejauh ini tidak dipindahkan. 

Selain itu, untuk di bidang Penanaman Modal itu mendapat link untuk 

langsung ke BKPM, selanjutnya juga setiap pegawai akan dinilai dan 

diberikan reward tetapi itu dikhususkan untuk pegawai SOS karna pada 

pelaksanaannya menggunakan waktu mulai dari jam 7 hingga jam 10 

malam, kalau yang seperti kita-kita ini hanya dituntut untuk berkembang 

saja” (Wawancara pada tanggal 27 April 2018 di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

Berdasarkan wawancara diatas, dalam meningkatkan semangat dan 

kualitas kinerja pegawai  adalah dengan dilakukannya mutasi  untuk pegawai 

yang tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dan untuk pegawai yang 

sudah melakukan pekerjaannya dengan baik maka diberikan apresiasi dengan 

adanya reward. Hal ini dilakukan DPMPPT karna ingin menilai dan 

mengapresiasi kontribusi dari setiap kinerja pegawai dalam pelayanan 

SICANTIK. Hasil dari kinerja organisasi ini dapat dilihat dari hasil Survey 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus-menerus meningkat. 

 

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Inovasi 

Selain faktor pendukung yang mendukung inovasi pelayanan 

SICANTIK, Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam 

pengembangan inovasi layanan SICANTIK adalah; 

1. Masih banyak Program yang belum Terealisasi 

Sikap yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan  memilih untuk menutup program 

yang gagal karna adanya program yang belum terealisasikan karna masih 

membutuhkan beberapa pengembangan dan perbaikan yang dilakukan serta 
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tidak efisiennya program yang terlaksana maka Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan mengambil tindakan untuk menjadi 

acuan dasar dan sebagai pembelajaran agar DPMPPT dapat terus melakukan 

perbaikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ibu Natalia Sarah selaku Seksi 

Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan, 

yaitu; 

“Sebenarnya kami ini memilih untuk tidak menutup program yang gagal 

adalah supaya kami bisa memperlajari apa yang kurang, apa yang salah 

pasa program tersebut, jadi kami bisa terus belajar dan berusaha untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada” (Wawancara pada tanggal 

27 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Balikpapan). 

Program yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal 

Perizinan Terpadu melalui Dekstop dirasakan masyarakat sangat kurang 

karna banyak masyarakat yang merasa hal itu sangat tidak efektif dan efisien 

karna harus dilakukan ditempat sehingga jika ada persyaratan yang kurang 

dari pemohon perizinan akan menyulitkan mereka karna harus kembali untuk 

dapat mengajukan permohonan tersebut.  

 

2. Kualitas Teknologi yang Belum Memadai 

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan ini terhadap beberapa 

penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan pada sistem 

SICANTIK seperti teknologi sangat berpengaruh. Seperti penjelasan dari Ibu 

Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan 

Peningkatan Layanan, sebagai berikut; 
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“Kalau teknologi sebenarnya sudah ada, tetapi biasanya kami 

terkendala dengan adanya koneksi internet. Kan biasanya internet itu 

tidak selalu bagus ya jaringannya kadang ada waktunya down itu yang 

menjadi penghambat sih karna sering putus koneksinnya, trus juga 

servernya  down, dari segi budaya itu sendiri kurangnya kesadaran dari 

pihak penyelenggara untuk segera menyelesaikan permasalahan. Dan 

kurang tepatnya penempatan tugas dan fungsi sesuai kedudukannya itu 

yang menjadi penghambatnya.” (Wawancara pada tanggal 27 April 

2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Balikpapan). 

 

Selanjutnya Ibu Natalia sarah juga menambahkan; 

“Kalau untuk kita ini tidak diberikan penghargaan secara khusus mba, 

kami hanya dituntut unntuk terus melakukan pengembangan-

pengembangan dalam sistem informasi khusunya bagian pelayanan 

karna kami juga tidak bisa berpindah-pindah karna harus stay disini 

untuk  terus memantau perkembangan yang ada. Untuk insentif juga 

tidak ada karna kami juga dituntut untuk tidak terlalu pengharapkan 

adanya insentif yang seperti itu”. (Wawancara pada tanggal 27 April 

2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Balikpapan). 

 

Berdasarkan wawancara di atas faktor penghambat dari segi teknologi 

yang menyebabkan kurangnya kesadaran dari pihak penyelenggara untuk 

segera menyelesaikan permasalahan adalah karna setiap pegawai tidak 

diberikan Reward atau Pubisment. Jadi sistem Reward dan Punisment ini 

sebaiknya diperlukan agar setiap pegawai termotivasi untuk mengerjakan 

pekerjaan mereka dan bukan hanya dituntut untuk semata-mata berkembang 

saja  

 

3. Ketidakpastian dalam menghadapi resiko dan perubahan 

Sikap dalam menghadapi resiko dan perubahan berasal dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota 

Balikpapan serta dari luar yaitu masyarakat (pemohon). Resiko yang 
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dirasakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Balikpapan adalah saat terjadinya trouble pada sistem aplikasi layanan 

SICANTIK. Seperti penjelasan dari Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub 

bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan, sebagai 

berikut: 

“Hambatan yang kami (DPMPPT) hadapi dalam pelaksanaan layanan 

SICANTIK adalah adanya trouble pada aplikasi. Terkadang web pada 

sistem mengalami gangguan sehingga membutuhkan waktu  untuk 

memperbaikinya sehingga pelayanan perizinan menjadi bertahap. Namun 

kami selalu menyampaikan kepada masyarakat melalui layanan customer 

service bahwa sistem web mengalami trouble dan sedang dalam perbaikan” 

(Wawancara pada tanggal 27 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

 

Sedangkan sikap dalam menghadapi perubahan yang berasal dari 

masyarakat, yaitu masyarakat kurang bisa memanfaatkan layanan SICANTIK 

dan kebanyakan masih memilih untuk datang langsung ke kantor Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan. Hal ini 

diminimalisir oleh DPMPPT Kota Balikpapan dengan melakukan sosialisasi 

secara konsisten. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Natalia Sarah 

selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan 

Layanan, bahwa; 

“Sistem layanan SICANTIK kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karna 

masyarakat masih banyak yang memilih untuk datang langsung ke Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

secara Face to Face dan dilakukan dengan front office dan back office karna 

banyak masyarakat yang masih bingung mengenai prosedur perizinan 

online.” (Wawancara pada tanggal 27 April 2018 di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

 

4. Anggaran Bersifat Jangka pendek  
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Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

khususnya dibagian staff Sistem informasi dan peningkatan layanan 

mengeluhkan kurangnya anggaran yang diberikan. seperti yang dijelaskan 

oleh Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem 

Informasi dan Peningkatan Layanan sebagai berikut; 

“Kami pengennya ada anggaran lebih. Kemarin sebenernya kami sudah 

difasilitasi sebanyak 50 juta tetapi ternyata semakin kesini semakin 

kurang seiring perkembangan yang ada. Sebenarnya anggaran itu juga 

agar semua bisa diakomodasi di SICANTIK. (Wawancara pada tanggal 

27 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Balikpapan). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas Kebutuhan Anggaran Dinas 

Penanaman Modal dan Prizinan Terpadu Kota Balikpapan dalam pengurusan 

perizinan mengenai anggaran harus menjadi perhatian pemerintah Kota 

Balikpapan agar program inovasi SICANTIK dapat terus melakukan 

perkembangan yang signifikan dalam pelayanan proses perizinan. 

 

 

5. Minimnya Kompetensi / Kualitas Pegawai 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

khususnya dibagian staff Sistem informasi dalam peningkatan layanan 

pegawai masih membutuhkan pegawai yang menguasai pelaksanaan sistem 

ini, sehingga akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan yang menggunakan sistem internet ini. Seperti yang dijelaskan oleh 

Ibu Natalia Sarah Selaku seksi Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi 

dan Peningkatan Layanan sebagai berikut; 

”Kurangnya Sumber Daya Manusia (IT,User) dalam meneliti dan 

menginput perizinan karna sedikit terutama lagi pada saat pindah kantor 

kemarin jadi, pegawai itu masih banyak yang terlalu focus pada 
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perpindahannya dan barang-barang yang ada dikantorpun seperti 

komputer atau berkas-berkas lainnya masih banyak tercecer dan 

tercampur” (Wawancara pada tanggal 27 April 2018 di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan). 

Menurut hasil wawancara, kurangnya jumlah pegawai yang ada 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan membuat 

sistem pelayanan perizinan menjadi Terhambat karna fokus pegawai yang 

terbagi-bagi pada saat perpindahan kantor dinas.  

 

6. Kelambanan / Tidak Merespon  

Hambatan administratif yang dirasakan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan dalam 

pelaksanaan inovasi SICANTIK adalah yang terisi oleh proses permohona  

izin online yang diajukan oleh masyarakat (pemohon), terkadang tidak sesuai 

dengan syarat yang berlaku. seperti yang dijelaskan oleh Ibu Natalia Sarah 

selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan 

Layanan 

“banyaknya pemohon yang memasukan berkas atau data yang tidak sesuai 

dengan aturan yang dibuat. Hal ini mempersulit dan memperlambat kami 

(DPMPPT) dalam memproses izin yang diajukan. Sehingga, apabila  

berkas persyaratan tidak segera dipenuhi oleh masyarakat (pemohon) 

maka, peroses pelayanan menjadi  terhambat”. (Wawancara pada tanggal 

27 April 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Balikpapan). 

 

 

 

C. Analisa dan Interpretasi Data  

1. Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu 

untuk Publik (SICANTIK) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan. 
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a. inovasi produk layanan  

Menurut Suwarno (2008) menjelaskan bahwa inovassi disektor 

publik merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan dan kebutuhan 

organisasi sektor publik, karakteristik dari sistem disektor publik yang statis 

dan kaku harus mampu dicairkan melalui penularan budaya organisasi. 

Bidaya inovasi ini harus dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi. 

Budaya inovasi ini harus dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota 

Balikpapan memanfaatkan sistem informasi inovasi SICANTIK untuk 

menjalankan tata pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan  yang timbul. 

Berdasarkan hasil data yang disimpulkan sistem layanan SICANTIK 

(Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik) merupakan 

sebuah inovasi karena menawarkan cara baru yang digunakan masyarakat 

dalam mendapatkan layanan perizinan. Selain itu memiliki keunggulan yang 

sangat fleksibel karna terus mengikuti perkembangan jaman karena 

penggunaan aplikasi online yang sangat umum sehingga sewaktu-waktu 

dapat terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Muluk (2008) inovasi produk layanan yang berasal dari 

perubahan bentuk dan desain produk. Gagasan baru berupa bentuk layanan 

ini membuat masyarakat tertarik untuk berpartisipasi dengan menggunakan 

layanan internet dalam melakukan proses perizinan. Berdasarkan data 

lapangan, layanan SICANTIK merupakan produk layanan baru yang 
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dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Balikpapan dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada 

masyarakat. Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan 

Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan menjelaskan SICANTIK 

merupakan sistem layanan berbasis web terkait dengan pelayanan perizinan. 

Inovasi produk yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan adalah sistem layanan SICANTIK.  

Adapun aplikasi tambahan yang terdapat pada pelayanan SICANTIK 

antara lain: 

1. Tracking Barcode fitur untuk memantau dan mengetahui status izin 

yang telah diajukan. Dengan layanan ini masyarakat (pemohon) tidak 

perlu datang langsung ke dinas. 

2. SMS Gateway yaitu salah satu layanan dalam SICANTIK mengetahui 

pemberitahuan proses izin. 

3. Digital Signature yaitu sebagai salah satu fitur yang ada di dalam 

SICANTIK, tetapi memang masih dalam proses. Sehingga, sistem ini 

masih belum terlihat hasilnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai produk layanan dari sistem 

SICANTIK, bahwa dapat disimpulkan dalam memberikan layanan perizinan 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat (pemohon). Hal ini sesuai dengan 

Asas-asas penyelengaraan pelayanan publik bahwa menurut  Undang-

Undang 25 Tahun 2009 bahwa terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi 
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dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kepentingan umum, 

kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 

keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, 

akuntabilitas, fasilitas , ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan 

keterjangkauan. Selain harus memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan 

publik, sebagai suatu layanan inovasi menurut Suwarno (2008:10) ide inovasi 

yang dipilih tidak lepas dari beberapa hal yaitu: 

1) Pengetahuan baru 

Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat 

dalam sebuah sistem sosial yang akan menjadi faktor penting perubahan 

sosial dalam masyarakat. Layanan SICANTIK  ini memberikan 

pengetahuan yang baru bagi masyarakat yang akan melakukan 

perizinan terutama dalam mengakses teknologi. Selain itu Pada layanan 

SICANTIK berbasis web ini disediakan sebagai referensi bagi pelaku 

usaha untuk mendapatkan informasi terkait usaha serta perizinannya. 

2) Cara baru 

Inovasi juga dapat berupa cara baru bagi individu atau sekelompok 

orang untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah tertentu. 

Sistem Layanan SICANTIK mempunyai beberapa layanan, dimana 

layanan tersebut saat ini sudah berbasis online, sehingga bisa dirasakan 

masyarakat Kota Balikpapan yang hendak melakukan perizinan 

diberbagai tempat untuk mendapatkan layanan yang disediakan. fitur 
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tracking Barcode pada layanan SICANTIK juga merupakan cara baru 

dalam pelayanan peizinan untuk melihat status izin. 

3) Objek baru 

inovasi adalah objek baru bagi penggunanya baik berbentuk fisik 

maupun tidak berwujud. Layanan SICANTIK merupakan objek baru 

karena dengan adanya fitur sistem layanan SICANTIK masyarakat 

pengguna dimudahkan dalam mengakses informasi serta melakukan 

proses perizinan. 

4) Teknologi Baru  

Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Sebagian besar yang 

hadir dari kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk 

teknologi yang inovatif dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang 

melekat pada produk. Sistem Layanan SICANTIK ini digagas dengan 

berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi atau e-government, 

gagasan tersebut muncul dari perkembangan teknologi yang semakin 

pesat dan ingin dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sehingga dibuatlah 

layanan dengan nama SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan 

Terpadu untuk Publik). 

5) Penemuan Baru 

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang 

ada kasus inovasi hadir dari sebuah kebetulan. Inovasi merupakan hasil 

dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran. Begitu 
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dengan inovasi Sistem layanan SICANTIK memang tidak semua yang 

terdapat pada layanan didalamnya ada adalah penemuan baru tetapi 

layanan mobile berbasis web SICANTIK. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan mengembangkan sistem 

ini berdasarkan ide baru yang muncul untuk memaksimalkan proses 

perizinan. 

Pelasanaan sebuah layanan juga harus memiliki landasan hukum atau 

menjadi dasar peraturan dalam pelaksanaanya agar dalam pelaksanaanya 

tidak mengalami hambatan. Sistem layanan SICANTIK mempunyai dasar 

hukum dalam pelaksanaan layanannya antara lain : 

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

3. Peraturan Walikota Balikpapan  No. 18 Tahun 2017 Tentang 

Pendelegasian  Kewenenangan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Kepada DPMPT 

4. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 

5. PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik; 
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; 

8. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan eGovernment; 

 

 

b. Inovasi Proses Layanan 

Pelayanan publik dalam konteks pemerintahan daerah menurut 

Everett M. Rogers dalam Suwarno (2008: 90-99) Membagi tahapan atau 

proses inovasi menjadi 2 yaitu tahapan proses inovasi yang dilakukann oleh 

individu dan tahapan atau proses inovasi yang dilakukan oleh organisasi. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan proses pelayanan melalui 

inovasi. Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan melakukan 

perubahan proses prosedur pada proses perizinannya melalui sistem layanan 

SICANTIK terlihat dari perbedaan alur prosedur dengan layanan 

sebelumnya.  

Perbedaan terletak pada proses dalam pemberian pelayanan, dengan 

pelayanan yang dilakukan secara manual yang mewajibkan pemohon untuk 

datang langsung ke Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan mengisi form secara manual lalu datang kembali untuk 
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mengecek status dan izin sedangkan alur perizinan online melalui Sistem 

SICANTIK masyarakan (pemohonon) melalukan pengisian formulir secara 

online yang ada di web DPMPPT serta pengumulan berkas dengan cara 

meng-upload-nya, kemudian menunggu konfirmasi melalui emailserta dapat 

melihat proses izin sudah sampai mana dan  apakah data izin yang di masukan 

terverifikasi atau juga bisa melaui fitur tracking barcode yang terdapat pada 

laman SICANTIK atau melaui smartphone melalui web 

investasi.balikpapan.go.id. 

Inovasi dilahirkan untuk memperbaharui sesuatu yang sudah ada dan 

diharapkan melalui sebuah inovasi output dari suatu pelayanan dapat lebih 

efektif dan efisien. Pentingnya sebuah inovasi juga didukung oleh inovasi 

proses. (Muluk:44-45) berpendapat bahwa inovasi proses berasal dari 

gerakan pembaharuan kualitas yang mengacu pada kombinasi perubahan 

organisasi, prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan dalam memberikan 

pelayanan. Inovasi proses menitikberatkan di proses layanan yang mengacu 

pada SOP (Standar Operasional Prosedur) Setiap layanan harus memiliki 

SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan dalam proses 

pelayanannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Menerapkan SOP dalam pelaksanaan pelayanannya. 

Proses Pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan merupakan upaya pembaharuan 

dalam menunjang pelayanan yang diberikan untuk menunjang pembaharuan 

pelayanan perizinan melalui SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan 
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Terpadu untuk Publik) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota 

Balikpapan menetapkan SOP (standar Operasional Prosedur dan Standar 

Pelayanan Publik dengan mengacu pada Undang-Undang  Nomor 25 tahun  

2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun  2012 tetang 

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 

dengan 14 (empat belas) indikator sebagai berikut : 

1. Dasar Hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur 

4. Jangka Waktu Penyelesaian 

5. Biaya / tarif 

6. Produk Pelayanan 

7. Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas 

8. Kompetinsi Pelaksana 

9. Pengawasan Internal 

10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

11. Jumlah Pelaksana 

12. Jaminan Pelayanan 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
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Pelaksanaan pelayanan publik melalui SICANTIK yang dilakukan 

Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan sudah 

dijalankan berdasarkan pedoman dan telah memenuhi klasifikasi yang 

terdapat didalam Standar Operasional Prosedur dengan mengacu pada 

Standar Operasional Prosedur Nomor 188.4/ 95 Tahun 2017 tentang Standar 

Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan hal ini diperkuat oleh ibu Natalia Sarah 

selaku seksi Pengembangan Sistem Inoformasi dan Peningkatan Layanan 

sebagai berikut:  

”untuk pelayanan online ini sendiri kami sudah menyesuaikan 

dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur yang sudah direvisi 

tahun 2017 kami sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan, 

untuk transparansi setiap proses pelayanan selalu kami beritahukan 

dalam bentuk informasi pada web” (Wawancara pada tanggal 23 

April 2018) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kota Balikpapan) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Natalia Sarah diatas, telah 

dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) 

Kota Balikpapan telah memberikan pelayanan publik dengan mengikuti 

ketentuan yang ada sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah 

ditentukan oleh pemerintah kota. Beberapa indikator pelayanan publik telah 

dijalankan dengan baik sesuai dengan SOP yang Dinas Penanaman Modal 

dan Perizinan Terpadu keluarkan setiap perkembangannya sebagai 

transparansi kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP.  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Inovasi Layanan SICANTIK di 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Balikpapan 

a. Faktor  Pendukung Pelaksanaan Inovasi 

Adapun faktor pendukung pelaksananaan inovasi layanan SICANTIK 

di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan organisasi 

Pengembangan kepemimpinan organisasi menurut muluk (2008:49-

60) tidak hanya berarti adanya pemimpin yang mendukung proses inovasi 

namun juga melibatkan adanya arahan strategis proses inovasi yang menjadi 

landasan operasional proses inovasi bagi seluruh elemen organisasi. Dari 

hasil penelitian dilapangan, peran Kepala Dinas sangat besar dalam proses 

inovasi program SICANTIK. Kepala dinas memiliki komitmen yang sangat 

tinggi  untuk melaksanakan program SICANTIK. Sikap tegas dan demokratis 

yang dimiliki oleh seorang pemimpin, menjadikan inovasi program  

SICANTIK ini dapat terlaksana. Selain itu Bapak Drs. Elfin Junaidi,M.Si 

Selaku Kelapa Dinas mendengarkan usulan dari pegawai untuk terus 

melakukan perkembangan dan perbaikan layanan. 

Pemimpin juga harus memiliki pandangan kedepan dalam melakukan 

inovasi. Karena inovasi merupakan suatu hal yang baru dalam memecahkan 

masalah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan memliki padangan jauh kedepan dalam menghadapi perubahan 

jaman. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan beliau menerima masukan dari 
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pegawai dan memerintah untuk melaksanakannya dalam pembuatan 

mekanisme perizinan secara online. Kepala dinas sudah melaksanakan fungsi 

sebagai pemimpin organisasi. Dalam pelaksanaannya beliau mengarahkan 

sistem online untuk dapat diterapkan pada proses pelayanan perizinan. 

Selain itu terlihat pula dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan 

serta pihak-pihak kementrian terkait dengan adanya anggaran untuk 

pengembangan inovasi layanan SICANTIK yang berasal dari APBD Kota 

Balikpapan. Hal ini membuktikan bahwa selain dukungan dari sosok 

pemimpin organisasi sebagai pelaksana yang inovatif, terdapat pula 

dukungan dari pimpinan daerah untuk terus mengembangkan inovasi layanan 

SICANTIK. 

 

2. Budaya inovasi 

Pengembangan budaya inovasi juga dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan. Menurut Muluk 

(2008:49-60) Pengembangan budaya inovasi menjadi begitu penting karena 

inovasi sebenarnya perlu dibangun diatas basis sosial yang luas dan tidak 

dibatasi periode waktu yang terbatas. Jika suatu organisasi publik mampu 

membangun budaya inovasi maka bisa dipastikan bahwa keberlanjutan 

sistem inovasi akan lebih terjamin dan telah mendarah daging dalam 

kemampuan setiap anggota organisasi. 

Dengan dilakukannya pengembangan budaya, maka dapat 

mendukung keberhasilan inovasi tersebut sehingga inovasi akan lebih 

terjamin dan akan terus berkelanjutan. Budaya inovasi di DPMPT  Kota 
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Balikpapan mulai ada dan terus dikembangkan setelah adanya program 

inovasi SICANTIK, dengan menampung saran dan kritik untuk 

pengembangan program inovasi SICANTIK dan program-program lainnya 

yang bertujuan agar pelaksanaan perizinan online dapat berjalan lancar. 

Selain itu ide inovasi yang muncul tidak hanya berasal dari seorang 

pemipimpin, tetapi dengan adanya upaya untuk tumbuh berkembang dari 

setiap pegawainya. budaya inovasi pada DPMPT Kota Balikpapan para 

pegawai sudah terbiasa untuk meluangkan ide-ide untuk perbaikan. 

 

3. Kualitas Pegawai 

Selain pengembangan kepemimpinan dan budaya inovasi, faktor 

pendukung lainnya adalah pengembangan pegawai. Menurut Muluk 

(2008:49-60) menjelaskan bahwa Keberhasilan implementasi dari sistem 

pemerintah yang inovatif tak lepas dari kondisi pegawai yang memiliki 

pengetahuan dan keahlian yang memungkinkan untuk berinovasi. 

Kemampuan berinovasi pegawai akan berkelanjutan jika disediakan akses 

terhadap teknologi dan pengetahuan mutakhir. Akses terhadap sumber 

pengetahuan dan keahlian serta sumber pembelajaran adalah sangat penting 

sehingga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan pegawai. 

Knowledge sharing merupakan proses yang dibutuhkan untuk pengembangan 

pegawai beserta penyediaan aksesnya. 

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

sebuah organisasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk 

mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan data yang ditemukan kualitas 
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sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

tu (DPMPT) Kota Balikpapan dibuktikan berdasarkan dari mayoritas dari 

pegawai yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi selain itu masa kerja 

yang lama pada DPMPT Kota Balikpapan menjadikan pegawai memiliki 

pengalaman dalam bidang perizinan. DPMPT sangat menyadari pentingnya 

peningkatan kualitas pengetahuan pegawai tehadap teknologi sistem 

informasi. Oleh karena itu DPMPT Kota Balikpapan secara rutin melakukan 

Bimbingan Teknologi dan melakukan sosialisasi pelatihan terhadap 

pegawainya. 

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan setiap tahunnya bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai dalam memberkan 

pelayanan. Meningkatkan pengetahuan pegawai tehadap penggunaan 

teknologi dan sistem informassi menjadi aspek utama dalam pendidikan dan 

pelatihan tersebut. Agar kedepannya memberikan pelayanan secara 

elektronik melalui SICANTIK yang sedang dijalankan DPMPT saat ini dapat 

terlaksana secara efektif. 

 

 

4. Tim Kerja dan Kemitraan 

Pengembangan tim kerja juga menjadi faktor pendukung dalam 

inovasi program SICANTIK. Menurut Muluk (2008:49-60), Pengembangan 

inovasi membutuhkan kerja tim karena sistem inovasi pada dasarnyabukanlah 

pekerjaan individual. Pembelajaran tim dibutuhkan untuk membangun tim 

yang selaras, yakni sebuah tim yang sinergis yang memadukan seluruh 
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potensi anggota tim pada tujuan yang sama dengan komitmen yang sama. 

Keberhasilan tim bisa dinilai dari tiga hal yakni produk dan jasa yang 

dihasilkan, keberlanjutan tim, dan kepuasan anggota tim. 

Dalam pengembangan inovasi, dibutuhkan adanya tim kerja yang 

saling bersinergi serta memiliki komitmen dan tujuan yang sama agar dapat 

menjalankan inovasi. Berdasarkan data dilapangan Inovasi layanan 

SICANTIK dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Kota Balikpapan dilaksanakan oleh tim kerja yang dimiliki DPMPT 

mulai dari customer service yang menangani perizinan online pada 

SICANTIK. Semua memiliki komitmen yang sama dan saling berkontribusi 

sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Tim kerja terkait 

tidak hanya dari DPMPTSP melainkan juga dari SKPD terkait yang meliputi 

KOMINFO, Pemerintah Kota Balikpapan, kontribusi dari Catatan Sipil. 

Sehingga, dengan adanya kerjasama tim dan kemitraan yang sinergis maka 

inovasi program layanan SICANTIK ini dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

5. Adanya Mutasi & Rotasi  

Kinerja organisasi menjadi aspek penting dalam melaksanakan 

Inovasi. Muluk (2008:49-60) dalam bukunya menjelaskan bahwa Inovasi 

akan sulit dinilai jika tidak disediakan manajemen kinerja inovasi. 

Manajemen kinerja inovasi meliputi penyusunan, pengukuran, dan apresiasi 

kinerja inovasi. Pengembangan kinerja inovasi dimulai dengan menyusun 

indikator kinerja yang memudahkan penilaian kinerja inovasi. Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

kinerja dapat dibedakan pada tingkatan kinerja individual dan institusional. 

Kinerja individual dibutuhkan untuk melihat peran orang-perorang dalam 

kontribusinya dalam program inovasi. Sementara kinerja institusional adalah 

sama pentingnya sehingga perlu disiapkan secara simultan. Hal ini perlu 

dilakukan untuk memudahkan proses kinerja selanjutnya yakni cara 

memberikan imbalan terhadap baik keberhasilan maupun kegagalan. 

Berdasarkan hasil data dilapangan manajemen kinerja organisasi yang 

dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu bersasarkan pada 

menetapan indikator Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tugas pokok 

melaksanakan koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan penyeleyelengaraan 

kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan tujuan 

terwujudnya kepuasan masyarakat  dalam pelayanan perizinan dan 

penanaman modal. DPMPT Kota Balikpapan juga menyadari pentingnnya 

memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai untuk memberikan stimulan 

agar proses kinerja berikutnya dilakukan secara serius. Hal ini dilakukan oleh 

DPMPT Kota Balikpapan dengan menerapkan sistem reward. 

Adanya reward ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai 

dalam berinovasi memberikan pelayanan yang berkualitas.  Sedangkan 

kinerja secara institusional bisa dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang hasilnya meningkat baik. Sehingga dengan adanya 

reward serta menetapan indikator kinerja organisasi dan pegawai dapat 

memudakan penilaian kinerja organisasi. 

 

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Inovasi 
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Selain faktor pendukung yang mendukung inovasi pelayanan 

SICANTIK, Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam 

pengembangan inovasi layanan SICANTIK adalah; 

1. Masih Banyak Program yang Belum Terealisasi 

Sikap yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan  memilih untuk tidak menutup 

program yang gagal adalah untuk menjadi acuan dasar dan sebagai 

pembelajaran agar DPMPPT dapat terus melakukan perbaikan. DPMPT 

Kota Balikpapan memilih untuk tidak menutup program yang gagal adalah 

supaya setiap pegawai bisa mempelajari apa yang kurang, apa yang salah 

pada program tersebut, jadi kami bisa terus belajar dan berusaha untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Sehingga, setiap proses 

perizinan yang masuk yang tidak terlaksana akan selalu diupayakan untuk 

terus dilakukan perbaikan-perbaikan kedepannya. 

2. Kualitas Teknologi yang Belum Memadai 

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan ini terhadap beberapa 

penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan pada 

sistem SICANTIK seperti teknologi, budaya, dan penataan organisasi 

sangat berpengaruh. ketika teknologi sudah ada terkadang ada saja 

hambatan seperti server down, terputusnya koneksi serta kurangnya 

kesadaran pegawai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi, 
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untuk penetapan pegawai dibagian sistem informasi harus tetap karna 

dituntut untuk memantau setiap perkembangan yang ada. 

3. Ketidakpastian dalam menghadapi resiko dan perubahan 

Sikap dalam menghadapi resiko dan perubahan berasal dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota 

Balikpapan serta dari luar yaitu masyarakat (pemohon). Resiko yang 

dirasakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Balikpapan adalah saat terjadinya trouble pada sistem aplikasi 

layanan SICANTIK.  

Hambatan yang kami (DPMPPT) hadapi dalam pelaksanaan 

layanan SICANTIK adalah adanya trouble pada aplikasi. Terkadang web 

pada sistem mengalami gangguan sehingga membutuhkan watu  untuk 

memperbaikinya sehingga pelayanan perizinan menjadi bertahap. Namun 

kami selalu menyampaikan kepada masyarakat melalui layanan customer 

service bahwa sistem web mengalami trouble dan sedang dalam perbaikan. 

Sedangkan sikap dalam menghadapi perubahan yang berasal dari 

masyarakat, yaitu masyarakat kurang bisa memanfaatkan layanan 

SICANTIK dan kebanyakan masih memilih untuk datang langsung ke 

kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Balikpapan. Hal ini diminimalisir oleh DPMPPT Kota Balikpapan dengan 

melakukan sosialisasi secara konsisten.  
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4. Anggaran Bersifat Jangka pendek  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

khususnya dibagian staf Sistem informasi dan peningkatan layanan 

mengeluhkan kurangnya anggaran yang diberikan. DPMPT Kota 

Balikpapan sudah difasilitasi sebanyak 50 juta tetapi ternyata semakin 

kesini semakin kurang seiring perkembangan yang ada. Sebenarnya 

anggaran itu juga agar semua bisa diakomodasi di SICANTIK. Dan juga 

Kurangnya Sumber Daya Manusia (IT,User) dalam meneliti dan 

mengimput karna sedikit terutama tagi pada saat pindah kantor kemarin. 

Hal ini menunjukan bahwa DPMPT Kota Balikpapan akan terus 

melakukan perkembangan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik 

seiring dengan kebutuhan yang ada. 

5. Minimnya Kompetensi / Kualitas Pegawai  

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

khususnya dibagian staff Sistem informasi dalam peningkatan layanan 

pegawai masih membutuhkan pegawai yang menguasai pelaksanaan 

sistem ini, sehingga akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

pelayanan perizinan yang menggunakan sistem internet ini. Kurangnya 

Sumber Daya Manusia (IT,User) dalam meneliti dan menginput perizinan 

karna sedikit terutama lagi pada saat pindah kantor kemarin jadi, pegawai 

itu masih banyak yang terlalu focus pada perpindahannya dan barang-

barang yang ada dikantorpun seperti komputer atau berkas-berkas lainnya 

masih banyak tercecer dan tercampur. jumlah pegawai yang ada Dinas 
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Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan membuat 

sistem pelayanan perizinan menjadi Terhambat karna fokus pegawai yang 

terbagi-bagi pada saat perpindahan kantor dinas.  

6. Kelambanan/ Tidak Merespon  

Hambatan administratif yang dirasakan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan 

dalam pelaksanaan inovasi SICANTIK adalah yang terisi oleh proses 

permohona  izin online yang diajukan oleh masyarakat (pemohon), 

terkadang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. seperti yang dijelaskan 

oleh Ibu Natalia Sarah selaku Seksi Sub bagian Pengembangan Sistem 

Informasi dan Peningkatan Layanan. banyaknya pemohon yang 

memasukan berkas atau data yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. 

Hal ini mempersulit dan memperlambat kami (DPMPPT) dalam 

memproses izin yang diajukan. Sehingga, apabila  berkas persyaratan tidak 

segera dipenuhi oleh masyarakat (pemohon) maka, peroses pelayanan 

menjadi  terhambat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

  Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan masih perlu 

meningkatkan inovasi Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik.  

Hal ini bisa dilihat dari 2 Rumusan masalah yang telah diangkat yaitu pertama, 

Bagaimana Pelaksanaan inovasi SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Kota Balikpapan. Kedua, Faktor Pendukung dan Penghambat dari 

pelaksanaan Inovasi SICANTIK.  

  Pada Pelaksanaan Inovasi SICANTIK dilihat dari inovasi produk 

pelayanannya, terciptanya program SICANTIK (Sistem Informasi Cerdas 

Pelayanan Terpadu untuk Publik) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu (DPMPT) ini merupakan ide atau gagasan sistem terbaru yang 

diciptakan untuk pengurusan perizinan agar lebih efektif dan efisien. Inovasi sistem 

SICANTIK ini adalah layanan secara online terkait dengan perizinan dan sebagai 

rule mode inovasi yang ada pada DPMPPT Kota Balikpapan. karna, merupakan 

sistem pertama yang diterapkan, Inovasi SICANTIK ini dikemas menjadi satu 

layanan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat karna dapat melakukan proses 

perizinan melalui online yang sudah berbasis web programming. Dapat dikatakan 

demikian karna dalam inovasi sistem SICANTIK ini dapat memberikan informasi 

yang berhubungan dengan proses perizinan yang diajukan.  
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  Inovasi pelayanan SICANTIK sampai saat ini sudah mempunyai beberapa 

aplikasi lainnya yang didalamnya merupakan pengembangan dari layanan inovasi 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 

melakukan proses pengurusan perizinan melalui dekstop. Adanya inovasi program 

SICANTIK yang dibuat oleh DPMPPT Kota Balikpapan ini adalah penyempurnaan 

sistem yang sudah ada agar masyarakat Balikpapan yang ingin mengajukan 

permohonan perizinan dapat mengetahui dimana posisi berkas permohonannya izin 

yang telah diajukan. Dengan adanya SICANTIK itu terdapat beberapa aplikasi 

pelayanan yang sedang (DPMPPT) kembangkan untuk menunjang dan 

mempercepat proses perizinan yaitu dengan adanya tracking online, SMS gateway, 

dan ada Digital Signature yang terdapat dalam inovasi SICANTIK untuk 

pengecekan status izin dan juga dapat di akses di handphone melalui web dengan 

melakukan sistem scan QR barcode sehingga dapat tersimpan dalam database 

perizinan. Beberapa layanan ini memang digunakan untuk mempermudah proses 

perizinan. Fokus utama adanya sistem inovasi SICANTIK adalah untuk mengelihat 

sampai mana berkas perizinan yang diajukan oleh masyarakat serta pemberian 

kemudahan dalam mengakses informasi atau data perizinan yang dilakukan oleh 

masyarakat tanpa harus bolak-balik ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota Balikpapan karna sudah bisa diakses melalui internet tanpa 

melewati proses yang rumit dan memakan waktu lama.  

  Pada Pelaksanaan Inovasi SICANTIK dilihat dari inovasi proses 

pelaksanaannya, Setiap inovasi yang dimunculkan oleh organisasi pemerintah 

maupun swasta memiliki beberapa proses dalam pembentukannya. Begitu pula 
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dengan sistem inovasi SICANTIK untuk pelayanan perizinan online. Dengan 

adanya proses dalam pengembangan inovasi maka akan memperkecil kemungkinan 

untuk gagal apabila sudah diterapkan. Pembentukan inovasi yang dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan melakukan 2 

proses dalam pengembangannya. Pertama, proses pelayanan reguler di tempat, hal 

tersebut dilakukan  karna pada proses pelayanan perizinan sebelumnya masih 

menggunakan dekstop sebelum adanya perizinan melalui sistem online, yang 

mengharuskan masyarakat melakukan proses perizinan dengan mendatangkan 

langsung ke kantor DPMPT Kota Balikpapan. Kedua, proses pelayanan perizinan 

online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses 

menentukan inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan 

aktor yang bersangkutan mulai dari Top manage, middle dan low hingga instansi 

terkait yang berada dalam proses pelayanan perizinan.  

  Dalam pelaksanaan inovasi juga mencakup faktor pendukung dan 

penghambat terhadap pelaksanaan inovasi. Hal yang mendukung pelaksanaan 

inovasi dapat dilihat dari faktor kepemimpinan organisasi yang berperan sangan 

besar dalam proses inovasi program SICANTIK dimana seorang pemimpin harus 

memiliki komitmen yang sangat tinggi dan memiliki pandangan kedepan dalam 

menghadapi perubahan. Dilihat dari Budaya inovasi Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan terpadu dintuntut untuk terus melakukan suatu perkembangan budaya 

organisasi yang dapat mendukung keberhasilan inovasi tersebut sehingga inovasi 

akan lebih terjamin dan terus berkelanjutan. Kualitas pegawai juga mempengaruhi 

berjalannya suatu inovasi yang ada kualitas yang dimiliki oleh SDM yang ada 
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dalam organisasi akan meningkatkan kemampuan untuk mencapai visi dan misi 

organisasi. Dalam perkembangan inovasi adanya tim kerja dan kemitraan yang 

saling bersinergi serta memiliki komitmen dan tujuan yang sama agar dapat 

menjalankan inovasi. Dilakukannya Mutasi dan Rotasi adalah untuk mengetahui 

sampai mana kompetensi yang dimiliki oleh pegawai.   

  Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan inovasi sendiri terdiri dari 

beberapa faktor yaitu masih banyak program yang belum terealisasi memilih untuk 

menutup program yang gagal karna adanya program yang belum terealisasikan 

karna masih membutuhkan beberapa pengembangan dan perbaikan. Dilihat dari 

segi kualitas teknologi yang masih kurang karna masih adanya permasalahan 

seperti server down dan koneksi yang lambat membuat proses pelayanan perizinan 

menjadi terhambat. Ketidakpastian dalam menghadapi resiko dan perubahan dari 

masyarakat yang belum menguasai teknologi internet membuat masyarakat 

menjadi tidak dapat memanfaatkan adanya sistem informasi pelayanan perizinan 

itu sendiri. Anggaran yang bersifat jangka pendek juga menghambat perkembangan 

dari sistem informasi ini sendiri karna masih banyaknya perbaikan-perbaikan yang 

memerlukan biaya yang sangat besar jika tidak ada anggaran yang memadai maka 

penyelesaikan masalah tersebut juga akan terhambat. Minimnya kompetensi 

pegawai mempengaruhi karna masih banyaknya pegawai yang tidak menguasai 

permasalahan yang ada sehingga DPMPT masih membutuhkan kerjasama dengan 

pihak luar agar bisa memperbaiki trouble yang ada pada sistem tersebut. 

kelambanan masyarakat dalam memenuhi persyaratan perizinan juga dapat memicu 
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lembannya program pelayanan perizinan ini berjalan karna masih harus menunggu 

masyarakat untuk dapat memproses semua perizinan mereka. 

  Dengan adanya proses inovasi sistem SICANTIK pada Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, dapat diketahui bahwa program 

SICANTIK adalah terobosan baru sebagai upaya penyempurnaan data-data yang 

sebelumnya masih dilakukan secara manual. Program Inovasi SICANTIK 

menjadikan pelayanan perizinan di Kota Balikpapan yang dapat dilakukan secara 

terpadu sebagai upaya agar lebih ramah terhadap masyarakat.  

 

B. SARAN  

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu diadakan evaluasi program inovasi Sistem Cerdas Pelayanan Terpadu 

untuk Publik untuk mengurangi kegagalan program dengan menyediakan 

evaluasi jangka pendek yang dilakukan selama 1 bulan, jangka menengah yang 

dilakukan 6 bulan, atau jangka panjang yang dilakukan selama 1 tahun.  

2. Dalam perkembangan Teknologi yang digunakan seharusnya dilakukan 

pelatihan-pelatihan khusus bagi pegawai terkait bidang Teknologi Informasi 

dan menyediakan teknisi yang cepat tanggap untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan terkait teknologi ini. 

3. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pidah DPMPT dalam menghadapi 

resiko perubahan khususnya dari masyarakat saat ini adalah memperbanyak 

Sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan program SICANTIK. 
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4. Dinas Penanaman modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan 

membutuhkan adanya programmer dan konsultan dalam koordinasi dengan 

instansi swasta agar dapat meminimalisir biaya dan dapat mengatasi masalah 

yang terjadi pada sistem dalam pengembangan sistem SICANTIK ini.  

5. Melakukan Pendidikan dan pelatihan serta memberikan Reward dan 

Punishment kepada para pegawai untuk mengajak seluruh pegawai kantor agar 

tertarik dan memiliki tanggung jawab diri terhadap apa yang dijalankan di 

lingkungan khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

Kota Balikpapan.  
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Lampiran 1. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Inovasi Layanan SICANTIK 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kota Balikpapan? 

2. Bagaimana upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota Balikpapan untuk meningkatkan transparansi pada 

penyelenggaraan program inovasi SICANTIK? 

3. Bagaimana upaya pemerintah untuk menutup kemungkinan KKN dalam 

program inovasi SICANTIK ini ? 

4. Bagaimana upaya pemerintah dalam memperkenalkan program inovasi 

SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota Balikapapan kepada masyarakat? 

5. Berapa lamakah waktu pelaksanaan yang dibutuhkan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Balikapan 

dalam setiap pengurusan perizinan? 

6. Apa yang melatarbelakangi inovasi SICANTIK pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Balikpapan ? 

7. Siapa Aktor yg terlibat dalam pengembangan inovasi SICANTIK pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota 

Balikpapan ? 

8. Bagaimana cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota Balikpapan dalam mengembangkan inovasi SICANTIK ini 

? 

9. Bagaimanakah respon pegawai terhadap pelaksanaan inovasi SICANTIK 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota 

balikpapan?  

10. Apa keuntungan inovasi SICANTIK bagi pegawai dan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Blaikpapan ? 
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11. Apakah inovasi SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu kota balikpapan sudah mendapat dukungan 

dari berbagai pihak? 

PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

12. Bagaimana tanggapan pemerintah kota Balikpapan terhadap rencana 

kerja SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota Balikpapan? 

13. Penerapan E-Government dalam pelaksanaan pelayanan inovasi cerdas 

pelayanan terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu kota Balikpapan yang meliputi tiga elemen, yaitu: 

a. Support 

1. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi 

SICANTIK? 

2. Bagaimanakah bentuk keterlibatan pihak-pihak yang terkait 

pelaksanaan inovasi SICANTIK? 

3. Seperti apakah bentuk dukungan yang telah diberikan oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan inovasi 

SICANTIK? 

b. Capacity 

1. Seperti apa kemampuan sumber daya yang dibutuhkan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota 

Balikpapan dalam penerapan inovasi SICANTIK 

2. Seperti apa kapasitas sumber daya yang ada pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Balikpapan dalam 

penerapan inovasi SICANTIK? 

c. Value 
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1. Sejauh manakah keberhasilan penerapan inovasi SICANTIK pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kota 

balikpapan? 

2. Apakah sikap kejujuran pada sumber daya manusia sudah 

diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota Balikpapan ? 

3. Siapa sajakah yang menerima manfaat dari penerapan inovasi 

SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota balikpapan? 

4. Apakah terdapat kendala pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu kota balikpapan dalam pelaksanaan 

inovasi SICANTIK? 

Jika ya, maka peneliti akan meninjaunya dari dua faktor, yaitu 

meliputi: 

a. Faktor internal 

b. Faktor Eksternal 

14. Apakah saja kendala dalam pelaksanaan inovasi SICANTIK yang berasal 

dari dalam pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

kota balikpapan ? 

15. Apakah saja kendala yang berasal dari luar dalam pelaksanaan inovasi 

SICANTIK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu kota Balikpapan? 
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16. Apakah permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu kota Balikpapan dalam memberikan 

pelayanan perizinan sehingga mendorong dilakukan inovasi SICANTIK? 

1. Masalah budaya 

Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan program 

SICANTIK? 

Apakah masyarakat dapat menerima dengan baik adanya pelaksanaan 

Inovasi SICANTIK ? 

Apakah masyarakat sudah mampu menguasai teknologi segingga 

dapat memanfaatkan adanya pelaksanaan Inovasi SICANTIK ini ? 

2. Masalah kepemimpinan 

Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang 

ada dalam pelaksanaan program SICANTIK? 

3. Masalah infrastruktur 

Apakah sarana dan prasarana yang ada pada DPMPPT kota 

balikpapan sudah memadai dalam pelaksanaan program SICANTIK? 
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Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Riset Kesbangpol
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Lampiran 4. Balasan Kesbangpol
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Lampiran tabel rekapitulasi jumlah periizinan 
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Lampiran  

 

Peraturan Inovasi SICANTIK 

 

1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 

3. Peraturan Walikota Balikpapan  No. 18 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian  

Kewenenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT 

4. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan; 

5. PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik; 

7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Komunikasi dan Informatika; 

8. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

eGovernment; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Aplikasi e-arsip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 

 Print Screen Tracking Online  

Dilakukan dengan dua cara: 

a. Input Data Nomor Permohonan di website 

 

 
 

b. Scan Barcode di tanda terima pendaftaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Tracking Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 

Print Screen Back End Aplikasi Pelayanan SICANTIK “Sistem Informasi Cerdas 

Pelayanan Terpadu Untuk Publik”.

 

 

Front Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Backoffice 

 

 

Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mekanisme Perizinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


